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MEN,IUTUSI(AN:

PERATURAN PEMERINTAH TENTANC} PENYELENGGARAAN
PERLINDI.INGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP.

BAB I

KETENTUAN UI\.{UM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:
Lingkungan I{idup adalah kesatuan ruang dengan sernuA
benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termas,_rk
manusia darr perilakunya, yang mempengarutri alanr itu
sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan
manusia serta makhluk hidup lain.
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah
upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk
mel.estarikan fungsi Lingkungan Hidup dan mencegah
terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan Lingkurrg"r,
Hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan,
pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan
penegakan hukum.
Perizinan Berusaha adalatr legalitas yang drberrkan
kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjarankan
usaha dan/atau kegiatannya.
Persetujuan Lingkungan adalah Keputusan Kelayakan
Lingkrrngan Hidup atau pernyataan Kesanggupan
Pengelolaan Lingkungan Hidup yang tela.h me,dapatkan
persetujuan dari Pemerintah pusat atau pemerintah
Daerah.
Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup yang
selanjutnya disebut Amdal adalah Kajian -..rg.rrridampak penting pada Lingkungan Hidup dari suatu
usaha dan/atau kegiatan yailg direncana.kan, untuk
digunakan sebagai prasjiarar. pengambilan keputusarr
tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan serta
termuat dalam Perizinan Berusaha, a.tau persetujuan
Pemerintah R"rsat atau Pemerintah Daerah.
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6. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya

Pemantauan Lingkungan Hidup i,ang selanjutnya disebrrt
UKL-UPL adalah rangkaian proses pengelolaan Can
pemantauan Lingkungan Hidup yang dituangkan dalam
bentuk standar untuk digunakan sebagai prasyarat
pengambilan keputusan serta terrnuat dalam perizinan
Berusaha, at-au persetujuan Pemerintah Pusat atau
Pemerintah Daerah.

7. Keputusan l(elayakan Lingkungan Hidup adalah
keputusan yang menyatakan kelayakan Lingkungan
Hidup dari suatu rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang
waiib dilengkapi dengan Amdal.

8. Pernyataan Kesanggupan pengelolaan LingkLrngan Hidrrp
adalah standar pengelolaan Lingkungan Hidup dan
pemantauan Lingkungan Hidup dari penanggung jawab
Usaha dan/atau Kegiatan yang telah mendapatkan
persetujuan dari Pemerintah pusat atau pemerintah
Daerah bagi Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib UKL-
UPL.

9. Surat Pernyataan Kesanggupan pengelolaan dan
Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut
SPPL adalah pernyataan kesanggupan dari penanggung
jawab Usaha dan/atau Kegiatan untuk melakukan
pengelolaan dan pemantauan Lingkungan Hidup atas
Dampak Lingkungan Hidup dari Usaha dan/atau
Kegiatannya di luar Usaha danlatau Kegiatan yang wajib
Amdal atau UKL-UPL.

10. Persetujuan Pemerintah adalah bentuk keputusan yang
diterbitkan oleh Pemerintah pusat atau pemerintali
Daerah sebagai dasar pelaksanaan kegiatan yang
dilakukan oleh Instansi pemerintah.

11. Usaha dan/atau Kegiatan adalah segala bentuk aktivitas
yang dapat menimbulkan perubahan terhadap rona
Lingkungan Hidup serta menyebabkan dampak terharJap
Lingkungan Hidup.

12. Dampak Lingkungan Hidup adalah pengaruh perubahan
pada Lingkungan Hidup yang diakibatkan oleh suatu
Usaha dan/atau Kegiatan.

13. Dampak Penlirrg a"dalah perubahan I.ingkungan Hidup
yang sangar mendasar yang diakibatkan oleh suatu
Usaha dan/atau Kegiatan.
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14. Formulir UKL-UPL adalah isian ruang lingkup uKL-upL.
15. Formulir Kerangka Acuan adalah isian ruang lingkup

kajian analisis Dampak Lingkungan Hidup y"rg
merupakan hasil pelingkuparr.

16. Analisis Dampak Lingkungan Hidup yang selanjutnya
disebut Andal adalah telaahan secara cermat dan
mendalam tentang Dampak penting suatu rencana Usaha
dan/atau Kegiatan.

17. Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutn*ra
disebut RKL adalah upaya penanganan dampak teihadap
Lingkungan Hidup yang ditimbulkan akibat dari ,..r.r.ro
Usaha dan/atau Kegiatan.

18. Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup Rinci yang
selanjutnya disebut RKL Rinci adalah upaya penanganan
dampak terhadap Lingkungan Hidup yang eiti.,.,butt a.,
akibat dari 

'encana Usaha dan/atau Kegiatan ya,ng
berada dalam kawasan yang sudah mernilki Amdal
kawasan.

19. Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup yang
selanjutnya disebut RpL adalah upaya pemantauan
komponen Lingkungan Hidup yang terkena darnpak
akibat dari rencana Usaha dan/atau Kegiatan.

20. Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup Rinci yang
selanjutnya disebut RPL Rinci adalah upaya pemalrtauan
komponen Lingkungan Hidup yang terkena dampak
akibat dari rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang
berada dalam Kawasan yang sudah memilki Amdal
kawasan.

21. Lembaga uji Kelayakan Lingkungan Hidup adalah
lembaga yang dibentuk oleh pemerintah pusat untuk
melakukan uji kelayakan.

22. Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup adalah tirn yang
dibentuk oleh Lembaga uji Kelayakan Lingkungan Hiauf
yang berkedudukan di pusat dan daerah urrtui<
melakukan uji kelayakan

23- Sistem Informasi Lingkungan Hidup adalerh sistem
kombinasi dari teknologi informasi dan aktivitas orang
yang menggunakan teknologi untuk mendukung operasi
dan manajernen Lirrgkungan Hidup.
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24- Pelaku Usaha adalah orang perseorangan p^tau barlan
usaha yang melakukan Usaha dan/atau xegiatan pa.cla.
bidang tertentu.

25. Instansi Pemerintah adalah kementerianliernbaga
pemerintah nonkementerian/instansi pemerintah traerah
yang melakukan kegiatan pada bidang tertentu.

26. Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup yang sela_njutnya
disingkat DELH adalah dokumen evaluasi oimpat<
Penting pada Lingkungan Hidup f-erhadap usaha
dan/atau Kegiatan yang telah berjalan untuk digunakan
sebagai instrumen perlindungan dan pengeiolaan
Lingkungan Hidup.

27. Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup yang
selanjutnya disingkat DPLH adarah dokumen e'uah:asl
dampak tidak penting pada Lingkungan HirJup terhadap
Usaha dan/atau Kegiatan ,vang terah berjalarr ,ntui<
digunakan sebagai instrumen perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup.

28- Pencemaran Lingkungan Hidup adalah masuk atau
dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, clan/atau
komponen lain ke dalam Lingkungan Hidup oleh kegiatan
manusia sehingga melampaui baku muttr Lingkungan
Hidup yang telah ditetapkan.

29. Kerusakan I ingkungan Hidup adalah perubahan
langsung dan/atau tidak langsung terhadap sifat fisrk,kimia, dan/atau hayati Lingkungan Ciaup yang
melampaui Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan Hioup.-

30. Perusakan Lingkungan Hidup adalah tindakan orangyang
menimbulkan perubahan langsung atau tidak tangsun[
terhadap sifat fisik, kimia, cian/atau hayati Lingkungan
Hidup sehingga melampaui Kriteria glku Kerusakan
Lingkungan Hidup.

31. Penanggulangan Pencemaran Lingkungan Hidup
dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup adalah carA atau
proses untuk mengatasi pencemaran Lingkungan Hiclup
dan/ atau Perusakan Lingkungan Hidup.

32. Perlindungan dan pengeloraan Mutu Air adalah upaya
sistematis dan terpadu J/ang dilakukan untuk rn".r3"g,
Mutu Air.
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33. Daerah Aliran Sungai yang selanjutnya disingkat DAS
adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu
kesatuan dengan sungai dan anak sungainya, yang
berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan air
yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut
secara alamiah, yang batas di darat merupakan pemisah
topografis dan batas di laut sampai dengan daerah
perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan.

34. Cekungan Air Tanah yang selanjutnya disingkat CAT
adalah suatu wilayah yang dibatasi oleh batas
hidrogeologis, tempat semua kejadian hidrogeologis,
seperti pengimbuhan, pengaliran, dan pelepasan air
tanah berlangsung.

35. Badan Air adalah air yang terkumpul dalam suatu wadah
baik alami maupun buatan yang mempunyai tabiat
hidrologikal, wujud fisik, kimiawi, dan hayati.

36. Pencemaran Air adalah masuk atau dimasukkannya
makhluk hidup, zat, er:.ergi, danlatau komponen lain ke
dalam air oleh kegiatan manusia sehingga melampaui
Baku Mutu Air yang telah ditetapkan.

37. Mutu Air adalah ukuran kondisi air pada waktu dan
tempat tertentu yang diukur dan/atau diuji berdasarkan
parameter tertentu dan metode tertentu sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

38. Baku Mutu Air adalah ukuran batas atau kadar makhluk
hidup, zat, ertergi, atau komponen yang ada atau harus
ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang
keberadaannya di dalam air.

39. Mutu Air Sasaran adalah lvlutu Air yang ditentukan pada
waktu tertentu untuk mencapai Baku Mutu Air yang
ditetapkan.

40. Air Limbah adalah air yang berasal dari suatu ptoses
dalam suatu kegiatan.

41. Baku Mutu Air Linibah adalah ukuran batas atau kadar
unsur pencemar dan/atau jumlah unsur pencemar yang
ditenggang keberadaannya dalam Air Limbah yang akan
dibuang atau dilepas ke dalam media air dan tanah dari
suatu Usaha dan/atau Kegiata-n.
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42. Udara Ambien adalah udara bebas di permukaan bumi
pada lapisan troposfir yang berada di dalam wilayah
yurisdiksi Republik Indonesia yang dibutuhkan dan
berpengaruh terhadap kesehatan manusia, makhluk
hidup, dan unsur Lingkungan Hidup lainnya.

43. Mutu Udara adalah ukuran kondisi udara pada waktu
dan tempat tertentu yang diukur dan/atau diuji
berdasarkan parameter tertentu dan metode tertentu
berdasarkan ketentuan peraruran perundang-undangan.

44. Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Udara adalah upaya.
sistematis dan terpadu yang dilakrrkan untuk rnenjaga
Mutu Udara.

45. Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Murtu Udara yang
selanjutnya disingkat RPPMU adalah perencanaan yang
memuat potensi, masalah, dan upaya Perlindungan dan
Pengelolaan Mutu Udara dalam kurun waktu tertentu.

46. Wilayah Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Udara yang
selanjutnya disingkat WPPMU adalah wilayah yang dibagi
dalam beberapa area untuk perencanaan Perlindungan
dan Pengelolaan Mutu Udara.

47. Pencemar Udara adalah zat, energi, dan/atau komponen
lainnya yang menyebabkan terjadinya pencemaran udara.

48. Sumber Pencemar Udara adalah setia.p kegiatan manusia
yang mengeluarkan Pencemar Udara ke dalam Uda.ra
Ambien.

49. Pencemaran Udara adalah masuk atau dimasukkannya
zat, energi, dan/atau komponen lainnya ke dalam Udara
Ambien oleh kegiatan manusia sehi.ngga melampaui Baku
Mutu Udara Ambien yang telah ditetapkan.

50. Baku Mutu Udara Ambien adalah nilai Pencemar Udara
yang ditenggang keberadaannya dalam Udara Ambien.

51. Emisi ad.alah Pencemar Udara yang dihasilkan dari
kegiatan manusia yang masuk dan/atau dimasukkannya
ke dalam udara, mempunyai danlatau tidak mempunyai
potensi Pencemaran Udara.

SK No 084508 A
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52. Beban Emisi aCalah jumlah Pencemar Udar-a yang
dibuang cleh suatu Usaha dan/atau Kegiatan ke Udara
Ambierr.

53. Baku l,{rrtu Emlsi adalah nilai Pencemar Udare
maksimum yang diperbolehkan masuk atau dimasrrkkan
ke dalam Udara Ambien.

54, Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Laut a.dalah 'lpaya
sistcmatis dan terpadu yang diiakukan untuk rnenjaga
Ilutu Laut.

55. Laut adalah ruang perairan di muka burrri yang
menghubungkan daratan dengan daratan dan berrtuk-
bentuk alamiah lainnya, yang merupakan kesatuan
geografis dan ekologis beserta segenap unsur terkait, dan
yang batas dan sistemnya ditentukan oleh peraturan
perundang-undangan dan hukum internasiclnal.

56. Arr Laut adalah air yang berasal dari Laut atau sarrruclera
yang memiliki salinitas 0,5 sampai dengarr 3O practical
salinitg unil (psu) atau lebih dari 30 psu.

57. lt{utu Laut adalah ukuran kondisi Laut pada waktu Carr
tempat tertentu yarlg diukur dan/atau diuji berdasarkan
parameter tertentu dan metode tertentu berdasarkan
ketentuan peraturan perLlndang-undangan.

58. Baku Mutu Air Laut adalah ukuran batas atau kadar
makhluk ludup, zat, energi, atau komponen yang ada
atau harus ada dan/atau unsur pencemar yang
ditenggang keberadaannya di dalam Air Laut.

59. Kriteria Baku Kerusakan Lingliungan Hidup adalah
ukuran batas perubahan sifat fisik, kimia, dan/atau.
hayati Lingkungan Hidup yang dapat ditenggarrg oleh
Lingkungan Hidup untuk dapat tetap melestarikan
fungsinya.

60. Pencemaran Laut adalah masuknva atau dirnasukannya
makhiuk hidup, zat, erlergi, dan/atau komporlen lain ke
dalam lirrgkungan Laut oleh kegiatan manusia sehingga
kualitasnya turun sampai ke tingkat tertentu yang
menyebabkan lingkungan Laut tidak sesuai lagi dengan
Baku Mutu Air Laut.

SK No 084509 A
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61. Kerusakan Laut adalah perubahan langsung dan/atau
tidak langsur.g terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau
hayati Laut yang melanrpaui kriteria baku kerusakan
yang telah ditetapkan.

62. Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Laut
adalah setiap upaya atau kegiatan pencegahan dan/atau
penanggrlangan dan/atau pemulihan Pencemaran Laut
dan/atau Kerusakan Laut.

63. Status Mutu Laut adaiah tingkatan Mutu Laut pada lokasi
dan waktu tertentu yang dinilai berdasarkan Baku Muter
Air Laut dan/atau kriteria baku kerusakan ekosrstern
Laut.

64. Terumbu Karang adalah suatu ekosistem yang hidup di
clasar perairan dan berupa bentukan batuan ka.pur terdiri
dari polip-polip karang dan organisme-organisme kecil
lain yang hidup dalam koloni.

65. Mangrove adalah vegetasi pantai yang memiliki morfologi
khas dengan sistem perakaran yang mampu beradaptasi
pada daerah pasang surut dengan substrat lumpur atau
lumpur berpasir.

66. Padang Lamun adalah hamparan lamun yang hidup dan
tumbuh di laut dangkai, mempunyai akar, rimpang,
daun, bunga dan buah, dan berkembang biak secara
generatif dan vegetatif.

67. Bahan Berba.haya dan Beracun yang selanjutnya
disingkat 83 adalah zat, energi, darrf atau komponen lain
yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jurmlahnya, baik
secara langsung maupun tidak langsung, dapat
mencemarkan dan/atau merusak Lingkungan Hidup,
dan/atau membahayakan Lingkungan Hidup, kesehatan.
serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup
lain.

6E. Limbah adalah sisa suatu Usaha dan/atau Kegiatan.

69. Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya
disebut Limbah 83 adalah sisa suatu usaha dan/atau
kegiatan tang rnengandung 83.

SK No 084510 A
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-/ A. Limbah Non Bahan Berbahaya dan Beracun i-atig

selanjutnya disebut Limbah nonB3 adalah sisa suatu
Usaha dan/atau Kegiatan yang tidak menurijukkan
karakteristik Limbah E}3.

7 7. Prosedur Pelindian Karakteristik Beracun (Toxicitg
Characteistic .Leaching Procedure) yang selanjutnya
disingkat TCLP adalah prosedur iaboratorium untuk
memprediksi potensi pelindian 83 dari suatu Limbah.

72. Uji Toksikologi Lethal Dose-S0 yang selanjutnya disebut
Lli Toksikologi LDso adalah uji hayati untuk mengukur
hubungan dosis-respon antara Limbah 83 dengan
kematian hewan uji yang menghasilkan 50% (lima puluh
persen) respon kematian pada populasi hewan uji.

73. Simbol Limbah 83 adalah gambar yang menunjtrkkan
karakteristik Limbah 83.

74. Label Limbah 83 adalah keterangan mengenzri Limbah 83
yang berbentuk tulisan yang berisi informasi mengenai
Penghasil Limbatr 83, alamat Penghasii Limbah 83. waktu
pengemasan, jumlah, dan karakteristik Limbah 83.

-/5. Pelabelan Limbah 83 adalah proses penandaarr ata-r.r
pemberian label yang clilekatkan atau dibubuhkan pada.
kemasan langsung Limbah 83.

76. Ekspor Limbah 83 adalah kegiatan mengeluarkan Limbah
E}3 dari
Indonesia

77. Notifikasi

daerah pabean Negara Kesatuan Republik

Ekspor Limbah 83 adalah pemberitahuan
terlebih dahulu dari otoritas negara eksportir kepada
otoritas negara penerima sebelum dilaksanakan
perpindahan lintas batas Limbah 83.

78. Pengelolaan Limbah 83 adalah kegiatan yang meriputi
pengurangan, penyimpanan, pengumpulan,
pengangkLltan, pemanfaatan, pengolahan. dan/atau
penimbuna-n.

79. Dumping (Pembuangan) adaiah kegiatan membuang,
menempatkan, dan/atau memasukkan iimbah dan/atau
bahan dalam jumlah. konsentrasi, waktu, dan lokasi
tertentu dengan persyaratan tertentu ke media
Lingkungan HiCup tertentu.

SK No 084511 A

80. Pengurangan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 11-

80. Pengurangan Limbah 83 adalah kegiatan Penghasii
Limbah 83 untuk mengurangi jumlah danlatau
mengurangi sifat bahaya darr/atau racun dari Limbah 83
sebelum dihasilkan dari suatu Usaha dan/atau Kegiatan.

81. Penghasil Limbah 83 adalah Setiap Orarrg yang karena
Usaha dan/atau Kegiatannya menghasilkan Limbah 83.

82. Pengumpul Limbah 83 adalah badarr usaha yang
melakukan kegiatan Pengumpulan Limbah 83 sebelum
dikirim ke tempat Pengolahan Limbah 83, Pemanfaatarr
Limbah 83, dan/atau Penimbunan Limbah 83.

83. Pengangkut Limbah 83 adalah badan usaha yang
rnelakukan kegiatan Pengangkutan Limbah 83.

84. Pemanfaat Limbah 83 adaiah badan usaha yang
melakukan kegiatan Pemanfaatan Limbah 83.

85. Pengolah Limba.h 83 adalah badan usaha yang
melakukan kegiatan Pengolahan Limbah ts3.

86. Penimbun Limbah 83 adalah badan usaha yang
melakukan kegratan Penimbunan Lirnbah 83.

87. Penyimpauan Limbah 83 adalah kegiatan menyimpan
Limbah E}3 yang dilakukan oleh Penghasil Limbah B3
dengan maksud menyimpan sementara Limbah 83 yang
dihasilkannya.

88. Pengumpulan Limbah 83 adalah kegiatan mengr-rmpulkan
Limbah 83 dari Penghasil Limbah 83 sebelum Ciserahkan
kepada Pemanfaat Limbah 83, Pengolah Limhah 83,
dan/atau Penimbun Limbah El3.

89. Pemanfaatan Limbah 83 adalah kegiatan penggunaan
kembali, daur ',.rlang, dan/atau perolehan kembali yang
bertujuan untuk mengubah Limbah 83 menjadi produk
yang dapat digunakan sebagai substitusi bahan baku,
bahan penolong , dan f atau bahan bakar yang aman bagi
kesehatan manusia dan Lingkungan Hidup.

90. Pengolahan Limbah 83 adalah proses untuk mengurangi
dan/atau menghilarrgkan sifat bahaya dan/atau sifat
racun.

91. Penimbunan Lirnbah 83 adalah kegiatan menempatkan
Limbah 83 pada fasilitas penimbunan dengan maksud
tidak membahayakan kesehatan manusia dan
Lingkungan Hidup.

SK No 084512 A
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92. sistenr Tanggap Darurat adalah sistem pengendalian
keadaan darurat yalrg meliputi pencegahan,
kesiapsiagaan, dan penanggulangan kedaruratarr
Pengelolaan Limbah B3 akibat kejadian kecelakaan
Pengelolaan Limbah 83.

93. Persetujuan Teknis adalah persetujuan dari pemerintah
atau Pemerintah Daerah berupa ketentuan mengenai.
standar Periindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hiclup
dan/atau analisis mengenai dampak lalu lintas Usaha
dan/atau Kegiatan sesuai peraturan penindang-
undangan.

94. Surat Kelayakan operasional yang selanjutnya disingkat
SLO adalah surat yang memuat pernyataan pemenuhan
mengenai standar Perlindungan dan pengelolaan
Lingkungan Hidup Usaha dan/atau Kegiatan sesurai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

95. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau baclan
usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak
berbadan hukum.

96. Pejabat Fungsional adalah adalah pega-wai negeri sipil
yang menduduki jabatan fungsional pa.da Instansi
Pemerintah.

97. Pejabat Fungsional Pengawas Lingkungan Hidup yang
selanjutnya disebut Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup
adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas, tanggung
jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat
yang berwenang untuk melakukan pengarvi'asan dan/atau
penegakan hukum Lingkungan Hidup.

98. Pengawasan adalah kegiatan yang dilaksanakan secara
langsung atau tidak langsung oleh pejabat penga'was
Lingkungan Hidup untuk mengetahui dan/atau
menetapkan tingkat ketaatan penanggung jawab Usaha
dan/atau Kegiatan atas ketentuan yang ditetapkan dalam
Perizinan Berusaha atau Persetujuan pemerintah serta
peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan
dan Pengelolaan Lingk^ungan Hidup.
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99. Sanksi Administratif adalah perangkat sarana hukum
administrasi yang bersifat pembebanan
kewajiban/perintah dan/atau penarikan kembali
keputusan tata usaha negara yang dikenakan kepada
penanggung jawab Usa,ha dan/atau Kegiatan a.tas dasar
ketidaktaatan terhadap ketentuan yang ditetapkan dalam
peraturan perundang-undangan di bidang Perlindungan
dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Perizinan
Berusaha atau Persetujuan Pemerintah.

1O0. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah
adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang
kekuasaarr pemerintahan Negara Republik Indonesia yang
dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945.

1O1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan
pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan dewan
perwakilan ralryat daerah menurur asas otonomi dan
tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-
luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan
Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
t945.

1O2. Pemerintah Daerah adalah kepaia daerah sebagai unsur
penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjacli
kewenangan daerah otonom.

103. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang Perlindungan Can Pengelolaan
Lingkungan Hidup.

Pasal 2

Peraturan Pemerintah ini mengatur mengenai:

a. PersetujuanLingkungan;

b. Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air;
c. Pcrlindungan dan Pengelolaan Mutu Udara;

d. Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Laut;

e. Pengendalian Kerursakan Lingkungan Hidup;
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f. Pengelolaan Limbah 83 dan Pengelolaan Limbah nonB3;

g. dana penjaminan untuk pemulihan fu.ngsi Lingkungan
Hidup:

h Sistem Informasi Lingkungan Hidup;

i. pernbinaan dan Pengawasan; dan
j pengenaan Sanksi Administratif.

BAB II

PERSETU.IUAN LINGKUNGAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 3

(1) Persetujuan Lingkungan sebagaimana dimaksud clalarn
Pasal 2 truruf a wajib dimiliki oleh setiap Usaha dan/atau
Kegiatan yang memiliki Dampak Pentrng atau tidak
penting terhadap lingkungan.

(2) Persetujuan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) ciiberikan kepacla Pelaku Usaha atau Instansi
Pemerintah.

(3) Persetujuan Lingkungan sebagaimana dimaksuci pada
ayat (21 menjadi prasyarat penerbitan Perizinan Berusaha
atau Persetujuan Pemerintah.

(4) Persetujuan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) dilakukan melalui:

a. penyusunan Amdal dan uji kelayakan Amdal; atau
b. pen)rusur-ran Formulir UKL-UPL dan pemeriksaan

Formulir UKL-UPL.

(5) Persetujuan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) berakhir bersarnaan clengan berakhirnya Perizinan
Berusaha atau Persetujuan Pemerintah.
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(6) Dalam hal Perizinan Berr-rsaha berakhir sehagaimana
dimaksud pada ayat (5) dan tidak terfadi perubahan Usaha
dan/atau Kegiatan, perpanjangan Perizinan Berusaha
dapat menggunakan dasar Persetujuan Lingkungan yang
eksisting.

(7) Bentuk pengakhiran Persetujuan Lingkungan
sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dibuktikan oleh
penanggungjawab Usaha dan/atau Kegiatan dengan tclah
melakukan pengelolaan Lingkungan Hidup di tahap pasca
operasi.

Pasal 4

Setiap rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang berdampak
terhadap Lingkungan Hidup wajib memiliki:
a. Amdal;

b. UKL-UPL; atau

c. SPPL.

Pasal 5

(1) Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a
wajib dimiliki bagi setiap rencana Usaha dan/atau
Kegiatan yang memiliki Dampak Penting t.erhadap
Lingkungan Hidup.

(21 Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib memiliki
Amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. jenis rencana tlsaha dan/atau Kegiatan yang

besaran/ skalanya ..vajih Amdal; dan/atau
b. jenis rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang lokasi

Usaha dan/atau Kegiatan dilakukan di dalam
dan/atau berbatasan langsung dengan kawasan
lindung.

(3) Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang iokasinya berada
di dalam kawasan lindung sebagaimana dimaksud pada
ayat (21 huruf b meliputi jenis rencana Usaha dan/atau
Kegiatan yang dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-r rndangan.
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(41 Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang lokasinya
berbatasan langsung dengan kawasan lindung
sebagaimana dimaksud pada ayat (21 huruf b, meliputi
jenis rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang:

a. batas tapak proyeknya bersinggungan langsung
dengan batas kawasan lindung; dan/atau

b. berdasarkan pertimbangan ilmiah memiliki potensi
dampak yang mempengaruhi fungsi kawasan
lindung tersebut.

(5) Dalam hal rencana Usaha dan/atau Kegiatan memenuhi
ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b,
penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan meminta
arahan instansi Lingkungan Hidup sesuai dengan
kewenangannya dengan melampirkan ringkasan
pertimbangan ilmiah.

(6) Berdasarkan ringkasan pertimbangan ilmiah yang
disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Tim
Uji Kelayakan Lingkungan Hidup mela.kukan telaahan
dan memberikan arahan kepada penanggung jawab
Usaha dan/atau Kegiatan berupa:

a. rencana Usaha dan/atau Kegiatan mempengaruhi
fungsi kawasan lindung; atau

b, rencana Usaha dan/atau Kegiatan tidak
mempengaruhi fungsi kawasan lindung.

(7) Kawasan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf b tercantum dalam Lampiran I yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan pemerintah ini.

Pasal 6

(1) UKL-UPL sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf b
wajib dimiliki bagi Usaha dan/atau Kegiatan yang tidak
memiliki Dampak Penting terhadap Lingkungan Hidup.

(21 Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib merniriki
UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. jenis rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang tidak

rremiliki Dampak Penting;
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b. jenis rencarra Uszrha dan,/atau Kegiatan:yarrg, lc,kasi
IJsah.a dan/atau Kegiatan dilal:ul<an di luar
dan/atau trdak berbatasan langsung dengan
kawasan lindung; Can

c. termasuk jenis rencana Usaha dan/atau Kegiaran
yang cjikecr,ralikan dari waj'ib Amdai.

Pasal 7

(1) SPPL sebagaimana dimaksud Cala.m Pasal 4 huruf c ,va-iib
dirnilikr bagi i.rsaha dan/atau Kegiatan yang tidal<
memiliki Dampak Penting terhadap Lingkungaa }iidr-rp
dan tidak termasuk daiam kriteria wa3ib UKL-UPL.

(2) Rencana IJsaha dan/atau Kegiatan yanB wajib memiliki
SPPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. jenis rencana Usaha dan/atau Kegiatan yarrg tidak

menriliki Dampak Penting dan tidak wajib UKL-UpL;
b. merupakan Usaha dan/atau Kegiatan Usahn rnikro

cian kecil yang tidak memiliki Dampak penting
terhadap Lingkungan Hidup; dan/ata,,r

c. termasuk .jenis rencana Usaha dan/atau Kegiatan
yang dikecualikan dari wajib UKL-UPL.

Pasal 8

Kriteria Usaha dan/atau Kegiatan yang merrriiiki Dampak
Penting terhaclap Lingkungan Hidup yang wajib memiliki
Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (l) terdiri
atas

a.

b.

c

d

pengubahan bentuk lahan dan bentang alam;
eksploita.si sumber daya alam, baik yang terbarukan
maupun )'ang tidak terbarukan;
proses dan kegiatan yang secara potensial dapat
menimbulkan Pencemaran Lingkungan tlidup dan/atau
Kerusakan Lingkungan HiCup serta pemborosan dan
kemerosotan sumber daya alam dalam pemanfaatannya;
proses dan kegial-irn yang hasiioya dapat menipengartrhi
iingkungan alarn, iingkungan b,latan, serta lingkungan
sosial darr ,trudaya:
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?. proses dan kegiatan yang hasilnya akan mempenqatruhi
peiestarian kawasan konservasi sumber daya. alarrr
dan/atau perlindungan cagar budaya;

f. introduksi jenis tumbuh-rumbuhan, Lrerff&n, darr jasad
rerrik;

g. pembuatan dan penggunaan bahan hayati clan nonhayati;
h kegiatan yang mempunyai risiko tinggi dan/atau

mempengaruhi pertahanan negara: cian/atau
i. penerapan teknologi yang diperkirakan mernpunyai

potensi besar untuk mempengaruhi Lingkungarr Hidtrp.

Pasai 9

Menteri melakukan evaluasi terhadap jenis rencana Usaha
clan/atau Kegiatan yang wajib dilengkapi dengarr Amdai
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 al7a t (2), UKL-UPL
sebagaimana ciimaksud dalam Pasal 6 ayar (2), dan SppL
sebagaimana dimaksud da"lam Pasal 7 ayat (2) paling sedikit
setiap 5 (lima) tahun sekali.

Pasal 10

(1) Kewajiban memihki Amdai sebagaimana dimaksud tlala,m
Pasai 5 ayat (21 dikecualikan bagi rencana Usaha
Can,i atau Kegiatan )iang:
a. lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatannya berada

pada kabupaten/kota yang memiliki rencana detail
tata rlrang yang telah dilengkapi dengan kajian
Lingkungan Hidup str ategis J,ang ciibuat Can
dilaksanakan secara komprehensif dan rinci sesuai
dengan ketent-uan peraturan perundang-undangan:

b. lokasi rencana Usa.ha dan/atau Kegiatannya berada
pada kawasan hrr_tan yang telah memiiiki rencana
kelola hutan yang telah dilengkapi dengan kajian
Lingkungan Iiidup strategis yang dibuat dan
riilaksanakarr secara komprehensif Can rincr sesuai
<lengan ketentuan peraturan peru11,lang-undangan;
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c. program Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah
yang telah memiliki kebijakan, rencana, dan/atau
program berupa rencana induk yang telah
dilengkapi dengan kajian Lingkungan Hidup
strategis yang dibuat dan dilaksanakan secara
komprehensif dan rinci sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan ;

d. rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang dilakukan di
dalam dan/atau berbatasan langsung dengan
kawasan lindung yang dikecualikan;

e. merupakan kegiatan Pemerintah dan/atau
Pemerintah Daerah yang dilakukan dalam rangka
penelitian dan bukan untuk tujuan komersial;

f. rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang berada di
dalam kawasan yang telah dilengkapi dengan Amdal
kawasan dan Persetujuan Lingkungan kawasan;

g. rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang berada di
dalam kawasan yang berdasarkan peraturan
perundang-undangan, Usaha danl atau Kegiatan di
dalam kawasan dipersyaratkan men5rusun RKL-RPL
rinci yang telah dilengkapi dengan Amdal kawasan
dan Persetujuan Lingkungan kawasan;

h. dilakukan daiam kondisi tanggap darurat bencana;

i. dalam rangka pemr.rlihan fungsi Lingkungan Hidup
yang dilakukan oleh Pemerintah dan/atau
Pemerintah Daerah di kawasan yang tidak dibebani
Perizinan Berusaha; dan/ atau

j. rencana Usaha dan/atau Kegiatan selain
sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf
a, yang berbatasan langsung atau berada dalam
kawasan lindung, yang telah menCapatkan
penetapan pengecualian wajib Arndal dari instansi
yang berwenang dan bertanggtrng jawab terhadap
pengelolaan kawasan lindung.

(21 Kajian Lingkungan Hidup strategis yang dibuat dan
dilaksanakan secara komprehensif dan rinci sebagaimana
dimaksud pada ayat (L) huruf a, huruf b, dan huruf c
diselenggarakan dengan pendekatan holistik, integratif,
tematik, dan spasial.
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(3) Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang dikecualikan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:

a. eksplorasi pertambangan, minyak dan gas bumi, dan
panas bu,mi yang tidak diikuti dengan Usaha
danr/atau Kegiatan pendukung yang
skala/ besarannya wajib Amdal;

b. penelitian dan pengembangan nonkomersial di
bidang ilmu pengetahLran yang tidak menggaltggu
fungsi kawasan lirrdr.rng;

c. kegiatan yang menunjang/mendukung pelestarian
kawasan lindung;

d. kegiatan yang terkait kepentingan pertahanan dan
keamanan negara yang tidak memiliki Dampak
Penting terhadap Lingkungan Hidup;

e. kegiatarr secara nyata tidak memiliki Dampak Penting
terhadap Lingkungan Hidup; dan/atau

f. budidaya yang diizinkan bagi penduduk asli dengan
luasan tetap dan tidak mempengaruhi fungsi lindung
kawasan dan di bawah pengawasan ketat.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengecualian
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b,
dan huruf c tercantum dalam Lampiran I yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah, ini.

Pasal 1 1

(1) Rencana Usaha dan/atau Kegiatan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a sampai dengan
huruf f, dan huruf j wajib memiliki UKL-UPL atau SPPL
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

(2) Rencana Usaha dan/atau Kegiatan sebagaimana
dimaksud daiam Pasal 10 ayat (1) hunrf g wajib memiliki
RKL-RPL rinci berdasarkan Persetujuan Lingkungan
kawasan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
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(3) RKL-RPL rinci sebagarmana dimaksud pada ayat (2)
merupakan hentrrk Persetujuan Lingliungan bagi pelaku
Usaha di ca.lam kawasan clan dinyatakan rlararn bentuk
Pernya.taarr Kesangguparl Pengelolaan Lingkungan Flidrrp
),anB disahl<an oleh pengelola kawasan clair menjadi
prasyarat Perizinan Rerusaha Pelaku Usaira cii dalam
kavrasan.

(41 Rencana Usaha dan/atau Kegiatan sebaqainnana
dirrraksud dalam Pasal lo ayat (r) huruf h dan huruf i
tidak memerlukan dokumen Lingkungan Hiciup.

Pasal 12

(1) Rencana Usaha dan/atau Kegiatan ],ang:
a. tidak wajib Amdal sebagaimana dimaksud dal.am

Pasal 5 ayat (2) huruf a; dan/atau
b. wajib UKL-UPL sebagainrana dirnaksucl dalam pasal

6 ayat (2) huruf a, atau SppL sebagaimana dimaksucl
dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a,

dapat ditetapkan menjadi jenis rencana Usaha dan/atau
Kegiat-an yang wajib memiliki Amdal oleh Menteri.

i2l Rencana Usal,a dan/atau Kegiatan sebagaimana
dimaksr.rc pada ayat (l) diusulkan secara tertulis kepada
Menteri oleh:

a. menteri danT atau kepala lembaga pernerintah
nonkementerian;

b. gubernur;

c. bupati/v.rali kora; dan/atau
d. masya.rakat.

(3) Usulan t-ertulis sebagaimana dimaksud pada a1,at i.2l
paling sedikit berisi:

a. rdentitas pengusul,

hr. deskripsi .ienis rencana Usaha dan/atau Kegiatan
yang akan clilakukan beserta skala/besarannya;

c. status dan koniir.;i hngkungan di d.alam clan di
sekitar lokasi rerrcrlna Usaha d,anf atau Kegiatan;
dan
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d. anaiisis Dampak Lingkungan l{iriup },an-g akan
"-cr-iacii, lietersediaan teknologi pengelcriaan
Lingkungan Hidup, dan ala-san iln:rah bahrva
.rencana Usaha dan/atau Kegiatan t-ersebut rnenriliki
Dampak Perrtrng terhadap Lingkungan Hidup Can
dapat dit-er.apl<an nrenjadi rencana Usaha dan/arau
Kegiatan yang wa3rb rnemiliki Amdal.

(4) Usulan sebagairna.na dirnaksud pada ayat (3) disusr_rn
dalam 1 (satu) dokurnen pengajuan perretapan -renis
rencana Usaha dan/atau- Kegiatan yang wajib lnerniliki
Amdal.

Pasal 13

(1) Menteri melakukan evaluasi terhadap usulan tertulis
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3),

(2i Dalam melakukan evaluasi sebagaimana Cim.aksrrrl pada
ayat (1), Menteri menugaskan pejabat yang membidangi
Amdal, UKL-UPL, dan SPPL.

(3) Evaluasr sebagaimana dimaksud pada ayar (21
dilaksanakar, dengan lnempertimbangkan.

a. alasan ihniah bahu,a rencana Usaha danf atat
Ke.gia.tan tersebut merniliki Da.mpak Penting
terhadap Lingkungan Hidup;

b. daya dukurrg dan daya tampung Lingkungan Hidup
di iokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatarr;

c. tipologi ekosirstem setempat yang diperkirakan
memiliki Dampak Penting terhadap Lingkungnn
Hidup; dan

C. teknologi pengelolaan Da.mpak Lingkungan Hid.up.

(41 Dalam hal hasil evaluasi menunjukkan:
a. usuian clapat diterima, pejabat yang membidangi

Amdal, UKL-UPL, dan SPPL menerbitkan
rekomendasi perretapan rencana Usaha dan/atau
Kegiatan yarlg tidak wajib memiliki Amdal menjadi
rencarla Usaha danlat,au Kegiatan yang v,ajib
rnerniliki Arrrdal, kenacta Menteri; atau
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usulan tidak dapat diterima, pejabat yang
membidangi Amdal, UKL-UPL, dan SPPL
menerbitkarn rekomendasi penolakan penetb.pan
suatu rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang tidak
wajib memrliki Amdal menjadi rencana Usaha
dan/atau Kegiatan yang wajib memiliki Amdal,
kepada Menteri.

Pasal 14

Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasa.l 13 ayat (4)
menjadi bahan pertimbangan Menteri untuk:
a. menetapkan keputusan suatu rencana Usaha dan/atau

Kegiatan yang tidak wajib memiliki Amdal merrjadi wajib
memiliki Amdal; atau

b. menolak rrsulan penetapan suatu rencana Usaha
dan/atau Kegiatan yang tidak wajib memiliki Amdal
menjadi wajib memiliki Amdal.

Pasal 15

Jangka waktu pelaksanaan evaluasi dan penetapan atau
penolakan penetapan rencana Usaha danlatau Kegiatan yang
tidak wajib memiliki Amdal menjadi wajib memiliki Amdal
sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 13 dan Pasal 14
dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak
permohonan dinyatakan lengkap.

Pasal 16

(1) Rencana Usaha danTatau Kegiatan yang wajib meniiliki
Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (21
huruf a dapat ditetapkan menjadi rencana Usaha
dan/atau Kegiatan yang r.idak wajib memiliki Amdal oleh
Menteri.

(2i Rencana Usaha dan/atau I(egiatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diusulkan secara tertulis kepada
Menteri. oleh:

a. menterr dan,/atau kepala lembaga pemerintah
nonkementerian;

b. gubernur;

b
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c. bupati/wali kota; dan/atau
d. masyarakat.

(3) Usulan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayar- (2)
paling seCikrt berisi:

a. identitas pengusul;

b. deskripsi rencana Usaha dan/atau Kegiaran yang
akan dilakukan beserta skala/besarannya;

c. status dari kondisi lingkungan di dalam dan di
sekitar lokasi t-encena Usaha dan/ataur Kegiatan;
dan

d. analisis darnpak Lingkungan Hidup yang akarr
terjadi, ketersediaan teknologi pengelolaan
Lingkungarr Hidup, cian alasan ilrriah bahu,a
rencana Usaha clan/atau Kegiatarr tersetrut tidak
memiliki Dampak Fentrng terhadap I-inqkr.rngan
Hidup Can dapat ditetapkan menjadi jenis t.encana
Usaha dan/ietau Kegiatan yaltg tidak rvajib r.,.enriiiki
Amdal.

Pasal 17

(1) Menteri rrrelakukan evaluasi terhadap usulan tertulis
sebaga-imana dimaksuci dalam pasal 16 ayar- (3).

(2) Dalam rnelakukan evaluasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Menteri menugaskarr pejabat )'ang menrbidangi
Amcial. LJIO-UPL, clan SPPL.

(3) Evaluasi sebagaimana dimirksud pada ayat (2)
dilaksanakan dengan mempertimbangkan aspek:
a. Dampak Lingkurrgan Hrdup dari rencana Usaha

dan/atar"r Kcgiatan dapat ditanggulangi sesuai
dengan perkembanga.n iimu penget.ahr.ran dan
teknologi;

b. daya dukung dan da;,a tampung Lingkungan Hidup
di lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatan; dan

c. berdasarkair pertimbangan ilnriah bahwa rencana
Usaha dan/atau Kegiatan cidak menimbulkan
Dampak Penting.
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(4) Dalam hal hasil evaluasi menunjukkan:
a. usulan dapat diterima, pejabat yang membidangi

Amdal, UKL-UPL, dan SPPL menerbitkan
rekomendasi penetapan rencana Usaha dan/atau
Kegiatan yang wajib memiliki Amdal menjadi rencana
Usaha dan/atau Kegiatan yang tidak wajib memiliki
Arndal, kepada Menteri; atau

b. usulan tidak dapat diterima, pejabat yang
membidangi Amdal, UKL-UPL, dan SPPL
menerbitkan rekomendasi penolakan penetapan
suatu rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib
memiliki Amdal menjadi rencana Usaha dan/atau
Kegiatan yang tidak wajib memiliki Amdal, kepada
Menteri.

Pasai 18 '

Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (41
menjadi bahan pertimbangan Menteri untuk:
a. menetapkan keputusan suatu rencana Usaha dan/atau

Kegiatan yang wajib memiliki Amdal menjadi rencana
Usaha Can/atau Kegiatan yang tidak wajihr memiliki
Amdal; atau

b. menolak usulan penetapar, suatu rencana Usaha
dan/atau Kegiatan yang wajib memiliki Amdal menjadi
rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang tidak wajib
memiliki Anrdal.

Pasal 19

Jangka waktu pelaksanaan evaluasi dan penetapan atau
penolakan penetapan rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang
wajib memiliki Amdal menjacli tidak wajib memiliki Amdal
sebagaimana dimaksud dalanr Pasal 17 darr Pasal 18
dilakukan paling iama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak
permohonan dinyatakan lengkap,
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Pasal 20

(1) Untuk menentukan rencana Usaha danlatau Kegiatan
yang wajib memiliki Amdal, UKL-UPL, atau SPPL,
penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan melakukan
proses penapisan secara mandiri.

(21 Dalam hal penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan
tidak dapat melakukan penapisan secara mandiri,
penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan
mengajukan penetapan penapisan dari instansi
Lingkungan Hidup pusat, organisasi perangkat daerah
yang membidangi Lingkungan Hidup provinsi, atau
organisasi perangkat daerah yang membidangi
Lingkungan Hidup kabupaten/kota sesuai dengan
kewenangannya.

(3) Penetapan penapisan yang disampaikan oleh instansi
Lingkungan Hidup pusat, organisasi perangkat daerah
yang membidangi Lingkungan Hidup provinsi, atau
organisasi perangkat daerah yang membidangi
Lingkungan Hidup kabupaten/kota sesuai dengan
kewenangannya memuat:

a. rencana Usaha dan/atau Kegiatan wajib memiliki
Amdal, UKL-UPL, atau SPPL; dan

b. kewenangan uji kelayakan Amdal, pemeriksaan UKL-
UPL, atau SPPL.

(41 Proses penetapan penapisan sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran I yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Pemerintah ini.

Bagian Kedua
Penyusunan Amdal dan Uji Kelayakan Amdal

Pasal 2 1

(l) Amdal disusun oleh penanggung jawab Usaha dan/atau
Kegiatan pada tahap perencanaan suatu Usaha dan/atau
Kegiatan.

(21 Lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) wajib sesuai dengan rencana tata
ruang.
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(3) Kesesual-an iokasi rencana l-isaha danr/atau Kegiatan
dengarl rencana tata ruang sebagaimana dinrakstrd parta.
ayat (21 dibuktikan- dei:gan konfirmasi kesesrraian
kegiatan pemanfaatan ruang atau rekomendasi
kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang sesuai derrgan
ketenluan peraturan perundang-undangarr.

(4) Dalam hai lokasi rencana Usaha dan/atatr Kegiatan
tidak sesuat clengan rencana tata rLlang sebagairnana
dimaksud pada ayat (3), dckumen Amdal tirtak dapat
dinilar dan Cikembalikan kepada pencrnggung .iawab
Usaha dan/atau Kegiatern"

Pasal 22

(lt Dalam menvusun Amdal, penarrggung jarvab Usa.ha
dan/atau Kegiatan mengBltnakan pendekatan str-rcli:

a. tunggal;
b. terpadu; ata.u
c. kawasan.

(2) Pendekatan studi tunggal sebagaimana dimaksud pada
ayal (1; h'uruf a o.ilakukan apabila penanggung ja.rab
Usaha cian/atau Kegiatan rrerencanakan untuk
melakukan 1 (satu) jenis Usahrr danlatau Kegiatan yang
ke'*'errangan pembinaa:r dan/atau pengawasannya
berada di bawah 1 {satu) kementerian, lerribaga
pemerintah nonkementerian, organisasi per.angkat
daerah provinsi, a.ta.r organisasi perangkat Caerah
kabupaten/kota.

(3) Fendekatan studi terpadu sebagaimana dimaksr_rd pada
ayat (i) huruf b .jilaxukan apabila penanggung jawab
Usaha dan/atau Kegiatan mercncanakan untuk
rnelakuketn lebih dari 1 (satu) jenis Usaha dan/atau
Kegiatan yang pei:encanaan dan pengelolaannya saling
terkait dalain sacu kesatuan harnpara:r ekosistem serta
pembinaan danf atarr per:.rgawasannya berada di bau,ah
lebih dari 1 (satuf kementerian, lernbaga pemerintah
nonkementerian, organisasi perangkat daeraii provinsi,
atau organisasi perangkat daer:ah kabupatcn,i kclta.

SK No 084528 A

(4) Perrdekatan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

28-

(41 Pendekar.an studi kawasan sebagaimana dimaksucl pada
ayat- (11 huruf c dilakukan oleh pengelola karrasan selaLu
penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan yang
merencanakarr untuk melakrr.kan lebih dari 1 (satrr)
Usaha dan/atau Kegiatan yang akan dilaksanakan oleh
Pelaku Usaha di dalarn kawasan, terletak dalann saul
kesatuan zor:ra rencana pengembangan kawasan, yang
telah mendapatkan penetapan karvasa.n dan pengelola
kawasan sesuai derrgan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

(5) Pendekatan penyusunan Amct-al sebagain:aria dimaksuci
pada ayat (1) huruf a dan huruf [r yang dilakukan oleh
lebih dari 1 (satu) penanggung jawab Usaha dan/atau
Kegiatan terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang saling
terintegrasi dapat disusun dalam 1 (satu) Amdal yarrg
dapat ciigunakan untuk penerbitan tebih dari 1 (satu)
Perizinan Berusaha.

Pasal 23

(1) Penanggung jau,ab l.rsaha dan/atau Kegiatar-i
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 a5'at (i) cialam
pen\,1-rsuna-n Amdal dapat oilakukan sendiri atau
menunjuk pihak Iain dalani hal tidak mampu.

(2j Pen5rusunan Amdal wajib dilakukan oleh penyusun yang
merniliki sertifikat kompetensi.

(3) Hasil pen1rusunan Amrlar yang disusun piha.k lain
sebagaimana dtrrraksud pada ayat (1) menjacli tanggung
jawab penanggung jaw'ab Usaha dan/atau Kegiatan.

Pasal24
(1) Aparatur sipil negara yang bekerja pada instansi

Lingkurrgan Hictup pusat, ors.rnisasi pr-.rangkat daei-ah
ya.ng membidangi Lingkur,gan Hidr"rp provinsi, atau
organisasi perangkat dererzlh yang rrrembidangi
Lingkungan Hidup icabupaten/kota dilarang menjadi
pen5rustrir Arndal.
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(2\ Dalam hai instansi Lingkungan Hidup pusat.
organisasi perangkat daerah J,ang membidarrgi
Lingkungan Hidup provinsi, atau or.garrisasi perangkat
daerah ya,ng membidangi Lingkungan Hidup
kabupatenf kota bertindak sebagai penanggung jawab
Usaha dan,/atau Kegiatan, aparatur sipil rregara
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjadi
penJrusun Amdal.

Pasal 25

Pen5rusunan Amdal dimulai dengan penyediaan data dan
informasi sebagai berikut:
a. hasil penapisan kewenangan penilaian Amdal

sebagairnana dimaksud dalam Pasal 20;

b,. deskripsi rencana Usaha d,an/atau Kegiatan;

c. rona Lingkungan Hiciup awal di dalam darr di sekitar
lokasi rencana Usaha daniatau Kegiatan yarig akan
dilakukan; dari

d. hasil pengumuman dan konsultasi publik.

Pasal 26

Amdal sebagairnana dimaksud dalarn pasal 22 ayat (i) terdiri
atas:

a^ Formulir Kerangka Acuan;

b. Andai; dan

c. RKL-RPL.

Pasal2'7
(1) Penvusunan Amda,l sebagaimana, cinraksud dalam pasa.l

21 ayat (r) dilakukan mela.lui tairapan:
a. pelaksanaan pelibatan masyarakat terhadap rencana

Usltha dan/ atau Kegiatan;

b. pengisiarr. per.gajuan, perneriksaan, .-lan penerbitan
L.,erita acara, kt-. sepakatan ff ormuiir Kera ngka Acuan :
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c. pct'r.f'rsooan dan pengErjuan Andal dan RKi--RpL: dan
d. penilaian Andal dan RKL-RPL.

(2) Perrieriksaan Formulir Kerangka Acuan sebagaimrrna
diinaksud pada ayat (l ) huruf b da.n penilaian Antlal darr
RKL-RPL sebagaimana rlimaksud pada ayat (1) huruf d
merupakan bagian uji kelayakan An:dal.

Pasal 28

(l) Penanggung jawah Usaha dan/atau Kegiatan dalam
men5rusun Amdal sebagaimana dirnaksud dalam pasal 2l
ayat (1) mehbatkan masya"rakat yang t.erkena dampak
iangsung.

(21 Pelibatan masyarakat yang terkena Campak langsurrg
sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dilakukarr melalui:
a. pengumuman rencana Usaha dan/atau Kegiatan;

dan

b. konsrrltasi publik.
(3) Masyarakat yang terkena dampak langsung sebagaimana

dimaksud pada ayat (i) berhak mengajukan saran,
pendapat, dan tanggapan terhadap rencana Usaha
dan/atau Kegiatan dalarn jangka waktu 10 (sepuluh) hari
kerja sejak pcngumuman sebagairnana dimaksud pada
ayat (2| huruf a.

(4) Saran, perrdapat, darr tanggapan sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) disampaikan secara tertulis kepada
penanggung jawab Usaha danlatau Kegiatan.

(5) Masyarakat yang t.erkena dampak langsung memberikan
saran, pendapat-, dan tanggapan terhadap rencana Usaha
dan/atau Kegiatan pada konsultasi publik sebagaimana
dir"naksud pada ayat (2) huruf b.

(6) Saran, pendapat, rian tanggatrran terhadap rencana ljsaha
danr/atau Kegiatan pada konsultasi pubiik sebagaimarra
ciimaksud pada ayat (5) dicatat dalam berita acara
konsultasi publik.

(71 Pehbatan masyarakat yang terkeni,, da.mpak larrgsung
sebagaimana ciimaksud pada ayat (2-l dilakukan sebelum
pen5rusunan Formulir Kerangxa Acuan.
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Pasal 29

(f ) MasS'arakat yang terkena dampak langsung yailg
dilibatkan dalam pen],usunan Amdal sebagaimana
dimaksrltl dalarn Pasal 28 a,,,a1(l) merupakan masyarakat
yang l-^rerada di dalam batas wilayah stucli Amdal yang
akan t-erkena danrpak secara langsung baik positif
dan/atatt negatif dari adanya rencana Usaha darr/atarr
Kegiatan.

(21 Pemerhati Lingku.ngan i{idup, peneliti, atau lenrbaga
swadaya masyarakat pendamping yang telah membina
dan/atau merrdampingi masyarakat terkena ilampak
langsung sebagaimana ciimaksud pada ayar (1) dapat
dilibatkan sebagai bagian dari masyarakat yang terkena
dampak langsung.

Pasal 30

(1) Dalam. melakukan pengumuman rencana Usaha
dan/atau Kegiatarr sebagaimana dirnaksud dalam Pasal
28 ayat (2) huruf a, penanggung jawab Usaha dar:/atau
Kegiatan wajrb menyampaikan informasi secara ringkas,
benar, dan tepat mengenai:

a. narra dan alarnat penanggung jau,al: Usaha
dan/atau Kegiatan;

b. jenis rencana Usaha dan/atau I(egiatan;

c. skala/besaran dari rencana Usaha dan/arau
Kegiatan;

d. lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatan;

e. dampak potensial terhadap iingkungan yang akan
timbul dan konsep umum pengendalian Dampak
Lingkungan Hidup;

f. tauggal pengumurrralr mulai dipasang dan ba'.as
rvaktu penyampaian saran, pendapat, dan tanggapan
dari masyarakat; dan

g. nama dan alamat penanggung jarvab LJsaha
danlatau I(egiatan yang menerima saran, pendapar,
dan tanggapan dari masyarakat.
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(2) inforrnasi dalam peh?urrruma,n rencana Usaha danlatau
Kegiatan sebtrgaimana dimaksud pada a)'at (1)
disarnpaikan Cengan rnenggunakan bahasa lndonesia
yang baik dan benar, jelas, dan rnudah dimengerti <lleh
seluruh lapisan masyarakat.

(3) Sela;,n menggunakan bahasa Incionesia. sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), informasi dalam pengun\rlman
rencana Usaha dan/atau Kegiatan dapat disampaikan
dengan menggunakan bahasa daerah atau iokal yang
sesuai dengan lokasi rfimaira pengurnuman tersebut akan
dilakukan.

(41 Pengurrruman rencana Usaha dan/atau Kegiar"ar, yang
merrruaL informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
disampaikan melalui:

a. media massa; dan/atau
b. frcngumurnan pada lokasi Usaha dan/atau Kegiatan.

(5) Selain mcdia yang wajib digunakan untuk melakukan
pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (4),
penanggung jawab Usaha danf a:rat_r Kegiatan dapat
menggunakan media lain untuk mc.lakukan
penElurnrlrnan, berupa :

a. media cetak seperti brcsur, pamflet, atau spancluk;
b. media elektronik melalui televisi, laman, jejariug

sosial, pesan elektronik, dan/atau radi<_,;

c. papan pengt.lmuman di instansi Lingkungan l{idup
dan instansi yang membidangi Usaha dan/atau
Kegiatan di tingkat pusat, daerah provinsi. dan/atau
daerah kabupaten I kota; dan

d. aredia iain yang dapat digrnakan.

Pasai iJ i
(1) Masyarakat yang teri<erra dampak langsung sebagaimana

dirnaksud dalam Pasal 29 berhak mengajukan saran,
pendapat, rlan tanggapan terhadap rencana LIsa.ha
dan/atau Kegiatan tialam jangka waktu 10 (sepuluirf har.i
kerja sejak pengumuman sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2ls ayat (2) huruf a.

(2) Sa.ran...
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(2) Saran, pendapa.t, dan tanggapan sebagaimana dimaksud
pada ayat (t) disanrparikan secara r.er:tulis l<cpada
penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiata.rr.

(3) Dalam. menyampaikir.n sarail, pendapat, dan t_arrgg.epan
terkair pengum-urna.n re.ricana Usaha dan/atau Kegiatan
sebagaimarra dimaksud pada ayat (2), rnasyarakat wajib
mencarrturnkan identitas pribadi yang jelas sesuai ciengan
ciokuinen kependudukan.

(4) Sarar,, pendapat, dan tanggapan masya_rakat sebagairrrana
dimaksud pa.da ayat (3) dapat berupa:

a, informasi cleskriptif tentang kondisi iingkungan vang
berada di dalarn dan di sekitar lokasii ta.pak rencana
Usaha dan/atau Kegiatan;

b. nilai-nilai lokal yang berpotensi akan terkena
dampak rencana Usaha clan/atau Kegiatan yang
skan dilal.,ukan; dan/ atau

c. aspirasi masyarakat, keinginan, dan harapan terkait
dengan rencana tlsaha danlatau Kegiatan.

(5) Saran, pendapat, dan tanggapan masyarakat sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) disampaikan d,engan
rnenggunakan bahasa lndonesia dan/atau bahasa daerah
atau lokal yang sesuai dengan iokasi rencana Usaha
dan/atau Kegiatan.

(6) Berdasarkan saran, pcndapat. cian tanggapan masyarakat
yang telah diterima sebagaimarra dimaksud pada ayat (5),
penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan
mendokumentasikan dan mengolah saran, pendapat, dan
tanggapan masyarakat.

(71 Saran, pendapa-t, dan tanggapan masyerakat ya.ng telah
cliolah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) wajib
digunakan oleh penanggung jawab Usaha dan/atau
Kegiatan sebagai masukan dalarn penqisian Forrnulir
Kerangka Acuan.

Pasal 32

Pelibatan masyarakat yang terkena dampak langsurrg inelalui
konsultasi publik sebagainrana di.maksud dalam pasal 28 ayat
(2) huruf b mt:ncakup:
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a. keiornpok masyarakat rentan lwlrrcrable group);

b, rnasyarakat aclat (indigenous peoplel: dan/etau
c. kelompok laki-laki dan keiompok perempuan dengan

memperhatikan kesetaraan gender.

Pasal 33

(f ) Sebelurn pelaksanaan konsultasi pubiik sebagarmar,a
dimaksud dalarrr Pasal 28 ayat (2) l:un.rf b, penanggung
ja.wab Usaha danlatau Kegiatan:
a. berkoordinasi dengan instansi terkait dan tokoh

masyarakat yang akan Cilibatkan dalam proses
konsultasi ptrblik: dan

b. mengundang masyarakat yang akarr dilibatkan
dalam konsultasi publik.

(21 Dalam undangan konsultasi publik sebagaimana
dirnaksud pada ayat (1) truruf b, penariggung jarvahr
Usaha dan/atau Kegiatai:r menyampaikan iniornasi
naengenai:

a. tujuan konsultasi publik;
b. waktu dan temoat pelnksanaan konsultasi publik;
c. bentuk, cara, dan metcde konsrrltasi publik yang

akan dilakukan;
d. tempat dimana rrrasyarakat dapat memperoleh

informasi tambahan; dan
e. lingkup saran, perrdapat, dan tanggapan dari

rrrasyarakat.

(3) Bentuk, c.ara, dan rnetode konsultasi publik
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c
dilakukan secara dalam jaringan atau luar jaringan
mencakup:
a. lokakarya;
b. serninar,
c. fccus group discussktn;
d. temu warga;
e. forum dengar pendapat-;
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f. dialog interaktif; dan/atau
g. be'rtuk, cara, dan metode lain yang clapat

digunakan untu.k berkomurrikasi secara 2 (dua)
arah.

(4) Penanggung jav.,ab Usaha danlatau Kegiatan dapat
memilih salah satu atau kombinasi ciari berbagai
bentuk, cara, dan metode konsr:ltasi publik
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) )'ang $;ecara
efektif dan efisien dapat menjaring saran, pendapat,
dan tanqgapan masyarakat secai'a optirnal.

Pasal 34

(i) Dalam peiaksanaan konsultasi publik, penanggurlg
jawab Usaha dan latau Kegiatan menl ampaikan
informasi paling scdil<it terkait:
a. deskripsi rencana Usaha dan/atau Kegratan;

b. dampak potensial yang akan timbul dari identiiikasi
awal penanggrrng jawab Usaha dar,,t atatr Kegiatan
rneliptrti penrlrurlan kualitas a"ir permukaar:,
penurunan kualitas Udara Ambien, Kerusakan
Lingkungan, keresahan masyarakat, gangguan lalu
Iintas, gangguan kesehatien- masyarakat, kesempatan
kerja, dan peluang berusaha; dan

c. kompcnen lingkungan yang akan terkena dampak
Cari rencana Usaha dan/atau Kegiatan.

(21 Berdasarkan intbrmasi yang disampaikan oleh
penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masya;-akat
yang terkena darnpak langsung berhak
menyampaikan saran, pendapat, dan tanggapan
terhaCap ;'erlcana Usatra dan/i:tau Kegiatan.

(3) Penanggung jawab Usaha danlatau I(egiatan wajib
rnendokumentasikan darr rnengolah sa_ran, pendapat,
dan tanggapan masvarakat yang disarnpaikan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
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(4) Saran, pendapal, dan tanggapan rnasyarakat yang
telah drolah sebagaimana dirnaksud pada ayat (3)
wajib digunakarr oleh pcitanggung jawab Usaha
dan/atau Kegiatan sebagai masukan dalam pengisiarr
Formulir Kerangka Acuan.

Pasal 35

(1) Pengumuman r'encafla Usaha dan/atau. Kegia.tar,-
sebagaimana dimaksucl dalam Pasal 28 ayat (2) hur,.:f a
disampaikan juga oleh penanggurlg jawab lJsaha
dan/atau Kegiatan kepada Tim Uji Keiayakan Lingkungan
Hidup.

(2) Tim Uji Kelayakan Lingkungan Flidup melakukan
pelibatan mas5r6i12[41 dengan rnenempatkan
pengumuman yang disampaikan penanggung jar,vab
Usaha dan/atau Kegia-tan kepada masyarakat pada
sistem informasi dokumen Lingkungan Hidup bersarnaan
dengan pengumirman yang dilakukan penanggung ja',vab
Usaha dan/atau Kegiatan sebagaimana dimaksrrd rlaiarn
Pasal 28 ayat (2) huruf a.

(3) Masyarakat sebagaimana dlmaksud pada ayat_ \2)
rnelipi:ti:

a. pemerhati Lingkungarr Hidup; dan/atau
b. masyarakatberkepentinganlainnya.

(4) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berhak
mengajukan saran, pendapat, dan tanggapan terhadap
rencana Usaha dan/atau Kegiatan dalam .jangka waktu
10 (sepuluh) hari kerja sejak pengumuman
dipublikasikan.

(5) Saran, pendapat, dan tanggapan sebagairnana dirnaksud
pada, ayat (4) disampaikan kepada 'l'im Uji Ketayakan
Lingkungan Hidup.

(6) Tim Uji I(clayakan Lingkungan Hicl.up menyaring saran,
pcndapat, dan tanggapan yang rlisanrpaikan sebagaimana
dimaksud pada ayat (5) untuk mernilah masukan yang
relevan.
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(7) Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup menyampaikan
saran, pendapat, dan tanggapan yang relevan
sebagaimana dimaksud pada ayat (6) kepada penanggung
jawab Usaha danlatau Kegiatan untuk digunakan dalam
pengisian Formulir Kerangka Acuan.

Pasal 36

(1) Kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian yang
membidangi sektor biclang Usaha Can/atau Kegiatan
wajib Amdal menJrusun Formulir Kerangka Acuan spesifik
sesuai dengan jenis Usaha dan/atau Kegiatan.

(21 Formulir Kerangka Acuan spesifik sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

a. formulir pelingkupan; dan

b. formulir metode studi Andal.

(3) Kementeria.n/lembaga pemerintah nonkementerian yang
membidangi sektor bidang Usaha dan/atau Kegiatan
wajib Amdal, dalam menj/'usun Formulir Kerarrgka Acuan
spesifik sebagaimana dirnaksud pada ayat (1)
berkoorciinasi dengan Menteri.

(4) Menteri. memasukkan Formulir Kerarrgka Acuan spesifik
yang disusun oleh kementerian/lembaga pemerintah
nonkementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ke
dalam sistem informasi dokumen Lingkungan Hidup.

(5) Formulir Kerangka Acuan spesifik sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) disusun dengan menggunakan
format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Pemerintah ini.

Pasal 37

(1) Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan neengisi
Formulir Kerangka Acuan spesifik yang tersedia dalam
sistem inlbrmasi dokurrren Lingkungan Hidup
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (4).

- o/ -
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(2) Dalam hral l.'ormulir Kerangka Acuan spesifik helum
terscdia da"lam sistem informasi dokr-rmen I.ingkurigan
Flidup sebagaimana dimakstrd pada a1'at (1), pengrsian
Formulir Kerangka Acuan rrrengacLr pada forrnat Forrnulir
Kerangka Acuan sebagairnana dimaksud dalam pasal 3€,
ayat (5).

Pasal 38

(li Formulir Kerangka Acuan yang telah diisi dan diajul;an
oieh penanggung jawab Usaha danlarau Kegratan
sebagairnana dirnaksu.d dalam pasal 37 diperiksa oieh:
a. Menteri melalui Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup

yang berkedudukan di pusat;

b. gubernur meialui Tim Uji Kelayakan Lingkurrgan
Hidup yang berkedudukan di provinsi; atau

c. bupati/wali kota melalui Tim Uji Kelayakan
i,ingkungan Hiciup yang berkedudukan di
kabupaten/kota.

(2) Tim Uji Kelayakan Lingkungan llidup dalam melakukan
penreriksaan Formulir Kerangka Acuan sebagairnarra
dirnaksurj pada ayat (1) dapat meli.batkar::

a. ahli terkait dengan rencarla Usaha dar:/atau Kegiatan
atau Dampak Lingkungan Hidup dari Usaha
dan/atau Kegiatan; dan

b. instansi terkait dengan rencana Usaha dan/atau
Darnpak Lingkungan Hidup dari lJsaha dan/atau
Kegiatan.

(3) Pemeriksaan seba.gaimana ciimaksud pa.da aysr (1)
dilakukan dalarrr jangka .,aktu paling lama 1o (sepuluh)
hari kerja sejak Forrnuli: Kerangka Acuan .iiterim-a oari
penanggung jaw-ab Usaha dan/atau Kegiatan secara
lengkap.

(41 I{asil pemeriksaan Formulir Kerangka Acuan disusun
dalam bentuk berita acara kesepakatan Formurir
Ke.angka Acuan yang ftremuar informasi paling sedikit:
a. Dampak Penting hipotetik,
h. batas wilayah studi dan batas ,*,aktu kajian;
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c. metode studi;

d. penetaoan ka'.egori Amdal; dan

e. rvaktu pen)rusunan dokumen Andal dan RKL-RPL.

(5) Tata laksana pemeriksaan Forrnulir Kerangka Acuan
tercantum dalam Lampiran II yang rnerupakan bagian
tidal< terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 39

(1) Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan men5rusuri
dokumen Andal berdasarkan Formulir Kerangka Acuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 a1,at (4).

(2) Dokurnen Andal sebagaimana dirnaksud pada ayat (1)
memuat:

a. pendahuluan;

b. deskripsi rencana Usaha dan/atau Kegiatan beserta
alternatifnya;

c. deskripsi rinci rona Lingkungan Hidup;
d. hasil dan evaluasi pelibatan rrrasyarakat;

e. penentuan Dampak Penting hipotetik yang dikaji,
batas wilayah studi, dan batas waktu kajian;

f. prakiraan Dampak Penting dan penentuan sifat
penting dampak;

g. e'raluasi secara holistik terhadap Darrrpak
Lingkungan Hidup;

h. daftar pustaka; dan

i. lampiran.

(3) Penyusunan dokumen Andal sebagaimana dimaksud
pada ayat (21 dilakukan berdasarkan pedoman
penJrusunan dokumen .Andal sebagaimana tercantum
dalam Lampir'an II yang merupakan bagian tidak
terpisahkau dari Peraturan Pemerintah ini.
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Pasal 40

(1) Penanggung jau,ab Usaha dan/atau Kegiatan men5rusun
dokumen RKL-RPL berdasarkan dokumen Andal
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (21.

(21 Dokumen RKL-RPL sebagaimana dimaksud nada ayat (1)
memuat:

a. pendahuiuan;

b. matrik RKL;

c. matrik RPL;

d. persyaratan dan kewajiban terkait dengan aspek
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
yang relevan terdiri atas pengolahan dan
pembuangan Air Limbah, pemanfaatan Air Limbah
untuk aplikasi ke tanah, pembuangan Emisi,
Pengelolaan Limbah 83, dan/atau pengelolaan
dampak lalu lintas;

e. pernyataan komitmen penanggung jawab Usaha
dan/atau Kegiatan untuk melaksanakan ketentuan
yang tercantum dalam RKL-RPL;

f. daftar pustaka; dan '

g. lampiran.
(3) Pen5rusunan dokurnen RKL-RPL sebagaimana dimaksud

pada ayat (21 dilakukan berdasarkan pedoman
pen5rusunan dokumen RKL-RPL yang tercantum dalam
Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Pemerintah ini.

Paseri 41

(1) Pen5rusurran dokumen Andal sebagaimarra dimaksud
dalam Pasal 39 dan dokumen RKL-RPL sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 40 dibagi berdasarkan kategori
Usaha dan/ atau Kegiatan.

(21 Kategori sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. kategori A;

b. kategori B; atau

c. kategori C.
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(3) Kategori sebagaimana dimaksud pada ayat (21ditentukan
berdasarkan kriteria:

a. kompleksitas rencana Usaha dan/atau Kegiatan;

b. dampak rencarla Usaha dan/atau Kegiatan terhadap
Lingkungan llidup;

c. sensitifitas lokasi rencalla Usaha danlatau Kegiatan;
dan/atau

d. kondisi daya dukung dan daya tampung Lingktrngan
Hidup di iolrasi rencana Usaha dan/atau Kegia.tan.

(4) Penetapan kategori sebagairnana dimaksud pada ayat (1),
ayat (21, dan ayat (3) tercantum daiam Lampiran I yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Pemerintah ini.

Pasal 42

(1) Pen5rusunan dokurnen Andal dan dokumen RKL-RPL
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4l ayat (2) drlakukan
dalam jangka waktu:

a. kategori A paling lama 180 (seratus delapan pulutr)
hari;

b. kategori B paling lama 120 (seratus dua puluh) hari;
dan

c. kategori C paling lama 60 (enam puluh) hari.
(2) Dalam hal penyusunan dokumen Andal dan dokumen

RKL-RPL ber:sifat sangat kompleks, jangka waktu
pen5rusunan dapat dilakukan lebih lama dari jangka
waktu kategori A sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a.

(3) Penambahan wakt-u pen5rusunan sebagaimana dimaksud
pada ayat (21 dilakukan berdasarkan permohonan
penanggung jarvab Usaha dan/atau Kegiatan.
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Pasal 43

(1) Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan mengajukan
dokumen Andal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39
dan dokumen RKL-RPL sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 40 melaiui sistem informasi dokumen Lingkungan
Hidup kepada I\'[enteri, gubernur, atau bupati/wali kota
sesuai dengan kev.renangannya.

(21 Pengajuan dokumen Andal dan dokumen RKL-RPL
sebagaimana dinrakstrd pada ayat (1) harus dilengkapi
dengan Persetujuan Tekrris.

(3) Persetujuan Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (21

terdiri atas:

a. pemenuhan Baku Mutu Air Limbah;

b. pemenuhan Baku Mutu Emisi;

c. Pengelolaan Limbah 83; dan/atau
d. analisis mengena.i dampak lalu lintas.

Pasal 44

(1) Dokumen Andal dan.dokumen RKL-RPL sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 43 diiakukan penilaian oleh:

a. Menteri rnelalui Tim Uji Kelayakan Lingkungan
Hidup yang berkedudukan di pusat;

b. gubernur melalui Tim Uji Kelayakan Lingkungan
Hidup yang berkedudukan di provinsi; atau

c. bupati/wali kota melalui Tim Uji Kelayakan
Lingkungan Hidup yang berkedudukan di
kabupaten/kota.

{21 Penilaian sebagaimana dimal<s,-rd pada ayat (1) dilakukan
melalui tahapan:

a. penilaian administrasi; dan

b. penilaian substansi.

(3) Penilaian administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) huruf a meliputi:

a. kesesuaian iokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatan
dengan rencana tata ruang;

SK No 097409 A

b. persetujuan



PRESIDEN
REPUELIK INDONESIA

-43-

b. persetujuan awal terkait rencana Usaha dan/atau
Kegiatan;

c. Persetujuan Teknis;

d. keabsahan tanda bukti registrasi lembaga penyedia
jasa pen5rusunan Amdal, apabila pen5rusunan
dokumen Andai dan dokumen RKL-RPL dilakukan
oleh lembaga penyedia jasa penJrusunan Amdal;

e. keabsahan tanda bukti sertifikasi kompetensi
pen5rusun Amdal; dan

f. kesesuaian sistema.tika dokumen Andal dan
dokumen RKL-RPL dengan pedoman pen5rusunan
dokumen Andal dan dokumen RKL-RPL.

(4) Penilaian substansi sebagaimana dimaksud pada ayat (21

huruf b meliputi:

a. uji tahap proyek;

b. uji kualitas kajian dokumen Andal dan dokumen
RKL-RPL; dan

c. Persetujuan Teknis.

(5) Dalam hal hasil penilaian substansi sebagaimana
dimaksud pada ayat (21 huruf b terdapat Dampak
Lingkungan Hidup yang tidak dapat dikelola dan harus
dilakukan perubahan Persetujuan Teknis, harus
mendapatkan persetujuan dari kementerian/lembaga
pemerintah nonkementerian atau organisasi perangkat
daerah yang berwenang. '

Pasal 45

(1) Penilaian substansr sebagaimana dimaksud dalam Pasal
44 ayat (4) dilakrkan melalui rapat Tim Uji Kelayakan
Lingkungan Hidup secara tatap rnuka langsung dan/atau
dalam jaringan.

(2) Dalarn hal rencana Usaha dan/atau Kegiatan bersifat
kompleks Can melibatkan ban5rak pihak, rapat
sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dapat dilaksanakan
lebih dari 1 (satu) kali.

(3) Dalam melakukan penilaian substansi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), Tim Uji Kelayakan Lingkungan
Hidup melibatkan pihak:
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a. masyarakatyang terkena dampak langsung terhadap
rencana Usaha dan/atau Kegiatan;

b. ahli terkait dengan rencana dan/atau dampak Usaha
dan/atau Kegiatan;

c. instansi sektor penerbit persetujuan awal ' d".,
Persetujuan Teknis;

d. instansi pusat, provinsi, atau kabupatenlkota yang
terkait dengan rencana dan/atau clampak Usaha
dan/atau Kegiatan; dan/ atau

e. masyarakat pemerhati Lingkungan Hidup dan/atau
masyarakat berkepentingan lainnya 'yarg telah
menyampaikan saran, pendapat, dan tanggapan
yang relevan pada pelibatan masyarakat di tahap
penyusunan Formulir Kerangka Acuan.

(4) Dalam penilaian substansi, Tim Uji Kelayakan
Lingkungan Hidup dapat meiibatkan rnasyarakat
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e dalam
kondisi tidak diperoleh saran, pendapat, Can tanggapan.

(5) Hasil perrilaian substansi Tim Uji Kelayakan Lingkungan
Hidup disusun dalarn berita acara rapat yang memuat
informasi:

a. dokumen Andal dan dokumen RKL-RPL tidak
memerlukan perbaikan; atau

b. dokumen Andal dan dokumen RKL-RPL memerlukan
perbaikan.

(6) Terhadap dokumen Andal. dan dokumen RKL-RPL yang
tidak memerlukan perbail<an sebagaimana dimaksud
pada ayat (5) huruf a, Tim Uji Kelayakan Lingkungan
Hidup melakukan uji kela5'akan.

(7) Terhadap dokumen Andal dan dokumen RKL-RPL yang
memerlukan perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat
(5) huruf b, Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup
mengembalikan dokumen Andal dan dokumen RKL-RPL
kepada penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan
untuk diperbaiki dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga
puluh) hari kerja.
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Pasal 46

(1) Penanggung rawab Usaha dan/atau Kegiatan
menyampaikan Cckumen Andal dan dokumen RKL-RPL
yang telah diperbaiki sesuai dengan ketentuan
sebagairnana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (7).

(21 Terhadap dokumen Andal dan dokurnen RKL-RPI, yang
telah diperbaiki sebagaimana dimaksud pada ayat (1,p,

Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup melakukan evaluasi
perbaikan.

(3) Berdasarkan evaluasi sebagairr'.ana dimaksud par:ia ayat
(2), Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup melakukarr uji
kelayakan.

Pasal 47

(1) Uji kelayakan Lingkungan Hidup sebagaimana dimahstrd
dalanr Pasal 45 ayat (6) dan Pasal 46 ayat (3) dilakukan
berdasarkan kriteria kelayakan yang meliputi:
a. kesesuaian lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatan

dengan rencana tata ruang dan ke+,entuan peraturan
perundang-undangan yang mengatur terkait dengan
pemanfaatan ruang;

b. kesesuaian rencana Usaha dan/atau Kegiatan
dengan kebijakan di bidang Perlindungan dan
Pengelc,'laan Lingkungan Hidup serta sumber daya
alam yang diatur dalain peraturan perundang-
undangan;

c. rencana Usaha dan/atau Kegiatan tidak menganggu
kepentingan pertaha nan keamanan;

d. prakiraan secara cerrnat mengenai besaran dan sifat
penting dampak dari aspek biogeofisik kimia. sosial,
ekonomi, budaya. tata ruang, dan kesehatan
masyarakat pada tahap pra konstruksi, konstruksi,
operasr, dair. pasca operasi Usaha dan/atau
Kegiatan;

e. hrrsii evaluasi secara holistik terhadap seluruh
Dampak Penting sebagai satu kesatuan )'ang saling
terkait clan saling mempengaruhi sehingga diketahui
perimbangan Dampak Pentirrg yang bersifat posrtif
dengan i-ang bersifat negatif;
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f. kemampuan penanggrrng jawab Usaha. dan/atau
Kegiatan dan/atau pihak terkait yang bertanggr-rng
jawah clalarn menanggulangi Dampak Penting negatif
yang akan ditirnbulkan dari Usaha dan/atau
Kegiatan yang direncanakan dengan pendekatan
teknologi, sosial, dan kelembagaan;

g. rencana Usaha danf atau Kegiatan tidak
mengganggu nilai-nilai sosial atau pandangan
masyarak at (emic uieu) ;

h. rencana Usaha dan/atau Kegiatan tjdak akan
mempenganrhi dan/atarl mengganggu e-ntit_as
ekologis yang merupakan:

1. entitas dan/atau spesies kunci (keg speciesl;

2. memiliki nilai penting secara ekologis (ecological
irnpoftance);

3. memiliki nilai penting secara ekonomi (economic
importan c:e) ; dan / atau

4. memiliki nilai penting secara ilmiah (scientific
importance);

i. rencana Usaha dan/atau Kegiatan tidak
menimbulkan gangguan terhadap Usaha dan/atau
Kegiatan yang telah berada di sekitar rencana ickasi
Usaha dan/atau Kegiatan; clan/atau

j. tidak dilampauinya daya dukung dan daya tampung
Lingkungan Hidup dari lokasi rencana Usaha
dan/atau Kegiatan, dalam hal terdapat pertritungan
daya dukung dan daya tampung Lingkungan Hidup
dimaksud.

(21 Berdasarkan hasil uji kelayakan sebagaimana dimaksud
pada ayat ( 1), Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup
menyampaikan rekomendasi kepada Menteri, gubernur,
atau bupati/v,'ali kota sesuai dengan kewenangannya.

(3) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
berupa:

a. rekornendasi kelayakan Lingkungan Hidup; atau
b. rekomendasi ketidaklayakan Lingkungan Hidup.
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(4) Rekomendasi kelayakan Lingkungan Hidup sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) huruf a dapat berupa
rekomendasi kelayakan ba.gi sebagian rencana Usaha
dan/atau Kegiatan yang diusulkan oleh penanggung
jawab Usaha dan/amu Kegiatan.

Pasal 48

(1) Jangka waktrr penilaian substansi dokumen Andai dan
dokumen RKL-RPL dan uji kelayakan Lingkunga.n Hidup
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 sampai derrgan
Pasai 47, dilakukan paling larrra 50 (lima puluh) hari keria
sejak dokumen Anclal dan dokumen RKL-RPL dinyatakan
lengkap dalam penilaian aciministrasi.

(21 Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
termasuk .iangka waktu perbaikan dokumen Andal dan
dokumen RKL-RPL dalam penilaian substansi oleh
penanggung jawab Usaha danlatau Kegiatan.

Pasal 49

(1) Rekomendasi hasil uji kelayakan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 47 ayat (21 menjadi bahan pertimbarlgan
Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengarr
kewenangannya dala m menetapkan:

a. surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup, jika
rencana Usaha dan/atau Kegiatan dinyatakan layak
Lingkurngan Hidup; atau

b. surat keputusan ketidaklayakan Lingkungan Hidup,
jika rencana Usaha danlatau Kegiatan dinyatakan
tidak layak Lingkungan Hidup.

(2) Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau
surat keputusan ketidaklayakan Lingkungan Hidup
sebagaimana dimaksud pada a),at (1) ditetapkan dalam
jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak
rekomendasi hasil uji kelayakan diterima.

(3) Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup yang
ditetapkan setragaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
merupakan:

a. bentuk Persetujuan Lingkungan; dan
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b. prasyarat penerbit-a.n Perizinan Berusahra atau
Persetujuan Pemerin tah.

(4) Persetujuan Pernerintah sebagaimana dimaksucl pada
ayat (3) huruf b diterbitkan sesuai dengan keterrtuan
peratu ran penrndang-undangan.

(5) Perizinan Berusaha ataur Persetujuan Pcmerint-ah
sebagairriana dima-ksud pada ayaL (41 merurpakan dasar
pelaksanaarr Pengarvvasan Usaha dan/ata-u Kegiatarr.

(6) Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidi.ip
sebagaimana dimakstrd pada ayat (1) huruf a, praling
sedikit tnenluat:
a. dasar ditetapkannya, Kepur-usan Kelayakarr

Lingkungan Hidup, berupa rekomenciasi hasil uji
keiayakan dari Tim Uji l(elayakan Lingkungan
Hidup;

b. identitas penanggung jawab Usaha dan/atau
Kegiatan sesuai dengan identitas yang tertulis dalam
Perizinan Berusaha atau Persetujuan Peirrerintah.
meliputi:
1. nama tlsaha dani atau Kegiatan;
2. jenis Usaha dan/atau Kegiatan;
3. nama dan jabatan penanggung ja'*,ab Usaha

danr/atau Kegia-tan.
4. alamat kantor: dan
5. lokasi Usaha dair/atau Kegiatan;

c. lingkup rencana Usaha dan/atar: Kegiatan yang
disetujui untuk dilakukan, baik kegiatan utama
maupun kegiatan pendukung sesuai dengan
Persetujuan Teknis yang diterbitkan oleh instansi
yang berwenai:',g rnenerbitkan Persetujuan Teknis;

d. Persetu;uan Teknis paling sedikit rnemuat:
1. standar teknis baku mutu Lingkunga.n tlidup,

Pengelolaai: Lirnbah 83, dan/atau analisis
tnengenai dampak lalu lintas;

2. standar kompetensi sumber daya manusia
terkait baku rnutu Lingkungan l{iCup,
Pengelolaan l,imbah 83, dan analisis mengenai
dampak lalu lintas; dan

3. sistem rnanajemen lingkungan.
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persyaratan penanggung .jawab [.]saha Can/atau
Kegiatan untuk rnemenutrr komitmerr Persetujuan
Teknis seLrelum operresi terkait dengan lingkr;p
Persetu'iuan Teknis;

ke'".r,ajiban penariggung jawab Usaha dan/ateru
Kegiatan, yang terdiri ata.s:

1. memenuhi ketentuan sesuai riengan dokumen
RKL-RPI,;

2. nrematuhi ketentuan peraturan perundr.ng-
undangan di bidang Perlinclungan dan
Pengelolaan Lingkungan Flidup;

3. rnemenuhi kewajiban pada Persetujuan Teknis
pasca veritlkasi pemenuhan baku rnutu
Lingkungan Hidup, Pengelolaan Limbah 83,
dan/atau anahsis mengenai dampak lalu lintas:

4. rnenyiapkan dana penjaminan untuk pemulihan
frurgsi Lingkungan Hidup sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan;

5. meiakukan pengelolaan Limbah nonB3 sesuai
rinciar pengeiolaan yang termrrat. daiam
dokumen RIO-RPL;

6. menyarnpaikarr laporan pelaksanaan
persyaratan dan kewajiban Perizinan Berusaha
atau Persetujuan Pemerintah terkait
Persetujuan Lingkungan secara berkala setiap 6
(enam) bulan sekali;

7. mengajukan permohonan perubaharr
Persetujuan Lingkungan apabila direncanakan
untuk melakukan perubahan Usaha dan/atau
Kegiatan;

8. melakukan audit lingkungan pada tahapan
pasca operasi untuk memastikan kewajiban
telah clilaksanakan dalam ranglia pengakhiran
kewajiban pengelolaan dan pemantauan
Lingkungan Hidup; dan/atau

9. kewajiban lain yang ditetapkan oleh Menteri,
gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan
kewenangannya berdasarkan kepentrngan
Perlindungan clan Pengelolaan Lingkungan
Hidup;

hal-hal lain, yang meliputi:
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1. ketentuan bahvra penanggutlg jawab Usaha
dar:iatau Kegiatan dapat dikr:nakan Sanksi
Administratif apabila Citernukan pelanggaran
administratif;

2. ketentuan bahv"'a penanggung jawab Usaha
dan/atau Kegiatan \.,.,ajib memberikan akses
kepada Pejabat Pengawas Lingkungan Hiciup
untuk melakukan pengawasan seslrai dengan
kewenangan;

3. ketentuan masa berlaku Surat Keputusan
Keiayakan Lingkungan Hidup, yang
menjelaskan bahu,a keputusan kelayakan
Lingkungan Hidup ini berlaku s.-lama Usaha
dan7'atar-l Kegiatan berlangsung sepanjang t.idak
ada perubahan atas lJsaha danlatau Kegiatan
dimaksud; dan

4. tanggal penetapan Surat Keputusan Kelavakan
Lingkungan Hidup.

(/) Surat keputusan I<etidaklayakan Lingkungan Hidup
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, paling
sedikit memuat:

a. lingktrp rencana Usaha dan/atad Kegiatan;
b. dasar pertimbangan ketidaklayakan Lingkungan

FIidup;
c. penetapan ketidaklayakan Lingkungan Hidup; dan
d, tanggal penetapan keputusan ketidaklayakan

Lingkungan Hidup.

Pasal 50

(1) Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup yang
telah diterbitkan oleh Menteri, gubernrrr, atau
bupati/wali l<ota sesuai dengan kewenangann_va
diumumkan kepada masyarakar- melalui Sistem Inforrnasi
Lingkungarr Hidrtp atau cirra lainnya yang Citetapkan oleh
Pemerintah.

(21 Cara lainnya yang rJitetapkan oleh pemerintah
sebagairnana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

a" media rnassa: Can/atau
b. pengumuman pada iokasi Usaha dan/atau Kegiatan.
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(3) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak
diterbitkannya surat Keputusan Kelayakan Lingkungan
Hidup.

Pasal 51

Tata laksana penilaian dokumen Andal dan dokumen
RKL-RPL, penyampaian hasil uji kelayakan, dan penetapan
surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau
ketidaklayakan Lingkurrgan Hidup sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 44 sampai dengan Pasal 50 tercantum dalam
Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Pernerintah ini.

Bagian Ketiga

Pen5rusunan dan Pemeriksaan

Formulir UKL-UPL

Pasal 52

(1) Formulir UKL-UPL diisi oleh penanggung jawab Usaha
danlatau Kegiatan pada tahap perencanaan Usaha
dan/atau Kegiatan.

12) Lokasi rencana Usaha danlatau Kegiatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) wajib sesuai dengan rencana tata
ruang.

(3) Kesesuaian lokasr rencana Usaha dan/atau Kegiatan
dengan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud pada
ayat (2\ dibuktikari dengan konfirmasi kesesuaian
kegiatan pemanfaatan ruang atau rekomendasi
kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang sesuai dengan
ketentuan peraturan perllrrdang-undangan.

(41 Dalam hal lokasi rerrcana Usaha dan/atau Kegiatan
tidak sesuai dengan rencana tata ruang sebagaimana
dimaksud pada ayat (3), Formulir tll{L-UPL tidak dapat
diperiksa dan dikenrbaiikan kepada penanggung jawab
Usaha dan/ atau Kegiatan.

SK No 097412 A

Pasa1 53 . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-52--

Pasai 53

(1) Penyusunan Forrnulir UKL-UPL ciinrulai dengan
penyeCiaarr data dan informasi berupa:
a. deskripsi rencana Usaha clan/atau Kegiatan;

dan/atau
b. Persetujuan Teknis.

(21 Dalarri hal Usaha dan/atar.r Kegiatan yang ciirencanakarr
lebih dari 1 (satu) {lsaha dan/atau Kegiatan yang
perencanaan dan pengelolaannya saling terkait serta.
berlokasi di dalam satu kesatuan hamparan ekosistem,
dapat dirnuat dalam 1 (satu) F-ormulir UKL-UPL.

(3) Pendekatan penyusunan Formulir UKL-UPL sebagaimana
dimaksud pacla ayat {21yang dilakukan oleh lebih dari 1

(satu) penanggung jawab Usaha dan/atar.r Kegiatan
terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang saling
terintegrasi dapat disusun dalam 1 (satu) Forinulir UKL-
UPL yang ciapat digunakan untuk penerbitan lebih dari 1

(satu) Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah.

Pasal 54

(1) Aparatur sipil negara yang bekerja pada instansi
Lingkungan Hidup pusat, organisasi perangkat daerah
yang membidangi Lingkungan Hidup provinsi, atau
organisasi perangkat daerah yang membidangi
Lingkungan Hidup kabupaten/kota dilarang menjadi
pen)rusun UKL-UPL.

(21 Dalam hal instansi Lingkungan Hidup Pusat, organisasi
perangkat daerah yang membidangi Lingkungan Hidup
provinsi, atau organisasi perangkat daerah yang
membidangi Lingkungan Hidup kabupaten / kota
bertindak sebagai penanggung jawab Usaha danlatau
Kegiatan, aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dapat menjadi penvusun UKL-.UPL bagi
insta.nsinya masing-masing.

Pasal 55

(1) I.'ormulir UKL-LIPL disusun dalam bentuk standar
pengelolaan dan pemantauan Lingkungan Flidup.

(21 Kementerian/iernbaga pemerintah nonkementerian J,ang
membidangi sektor bida.ng Usaha dan/atau Kegiatan
wajib UKL-UPL rnenlus'url Formulir UKL-UPL standar
spesifik sesuai dengan jenis Usaha dan/atau Kegiatan.
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(3) Kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian yang
membidangi sektor bidang Usaha dan,,atau Kegiatan
wajib UKL-UPL, dalam menyusun Formulir UKL-UPL
standar spesifik sebagairrrana dimaksud pada ayat (21
berkoorciinasi dengan Mcnteri.

(4) Menterr memasukkan Formulir UKL-UPL standar spesifik
yang disusun oleh kementerian/lembaga pemerintah
nonkementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ke
daiam sisterrr informasi dokumen Lingkungarl Hidup.

(5) Formulir UKL-UPL standar spesif,rk sebagaimana
dimaksud pada ayat. (21 disusun dengan menggunakan
format sebagaimana tercantum dalam Larnpiran III yang
merupakan bagian tidai< terpisahkan dari pera'-uran
Pemerintah ini.

Petsal 56

(I) Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan merrgisi
Formulir UKL-UPL standar spesifik yang t-ersedia dalam
sistem informasi dokumen Lingkungan Hidup
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (4).

(21 Dalam hal Formulir UKL-UPL standar spesifik belum
tersedia dalam sistern irrformasi dokumen Lingkungan
Hidup sebagaimana dimaksud pada ayal (1), pengisian
Formulir UKL-UPL standar mengacu pada format F'ormulir
UKL-UPL standar sebagaimana dimaksud datam pasal 55
ayat (5).

(3) Formulir UKI-.-IJPL standar spesifik atau Formulir
UKL-UPL standar yang telah diisi sebagairrrana dimaksud
pada ayat (1) dan ayat (2) disertai dengan Pernyataan
Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

(41 Pernyataan Kesangguparr Pengelolaan Lingkungan l{idup
sebagairrrana dirnaksud pada ayat (3) disusun dengan
menggunakan format sebagainrana ter.cantum ,.lalam
Lampiran III yang merupaiian bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Pernerintah ini.
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Pasal 57

(1) Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatarr mengajukan
permoironan penreriksaan Formulir UKI.-UPL standar
spesifik atau Formu-lir UKL-UPL standar yang telah diisi
kepada:

a. Menteri, untuk Usaha dan/atau Kegiatan yang:

1. Perizinan Berusaha atau Persetu_iuan
Pemerintah diterbitkan oleh Pemerintah;

2. berlokasi di lintas provinsi: dan/atau
3. berlokasi di wilayah laut iebih dari 12 (dua

Lrelas) mil lauL diukur dari garis pantai ke arah
laut lepas;

b. guhernur, untuk Usaha dan/atau Kegiatan yang:

1. Perizinan Rerusaha atau Persetujuan
Pemerintatr diterbitkan oleh Pemerintah Daeratr
provinsi;

2. berlokasi di lirrtas daerah kabupaten/kota yang
berada dalam 1, (satu) provinsi: dan/atau

3. berlokasi di wilayah laut paling jauh 12 (dua
belas) mil dari garis pantai ke ai'ah laut lepas
cian/atau ke arah perairan kepulauan;

c. bupati/waii kota. untuk Usaha dan/atau Kegiatan
yang Perizinan Berusaha atau Persetujuan
Pemerintah diterbitkan oleh Pemerintah [)aerah
kabupatenlkoLa.

(21 Pengajuan permohonan pemeriksaan Formulir UKL--UPL
standar spesifik atau Formulir UKL-UPL standar yang
t-elah diisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
melaiui:

a. sisterrr Perizinan Berusaha terintegrasi secara
eiektronik, dalarrr hal penanggung jawab Usaha
dan/atau Kegiatan menrpakan Pelaku Llsaha; atau

b. sistern informasi dokumen Lingkungan Hidup, dalam
hal penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan
merupakan Instansi Penrerintah.

(3) Pengajuan Formulir UKL-UPL standar spesifik atau
Formulir UKL-UPL standar sehagaimana dimaksud pada
ayat (1) ciilengkapi dengan Persetujuan Teknis.
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(41 Persetujuan Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
terdiri atas:

a. pemenuhan Baku Mutu Air Limbah;

b. pemenuhan Baku Mutu Emisi;

c. Pengelolaan Limbah 83; dan/atau
d. analisis mengenai dampak lalu lintas.

(5) Terhadap Formulir UKL-UPL standar spesifik atau
Formulir UKL-UPL standar yang telah diisi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) ciilakukan pengumuman melalui
sistem informasi dokumen Lingkungan Hidup untuk:
a. usaha yang terindentifikasi sebagai usaha dengan

tingkat risiko menengah rendah;

b. usaha yang terindentifikasi sebagai usaha dengan
tingkat risiko menengah tinggi;

c. usaha yang terindentihkasi sebagai usaha dengan
tingkat risiko tinggi; dan

d. kegiatan wajib UKL-UPL yang dilakukan oleh Instansi
Pemerintah.

(6) Masyarakat berhak menyampaikan saran, pendapat, dan
tanggapan melalui sistem informasi dokumen Lingkungan
Hidup.

Pasal 58

(1) Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan
kewenangannya melakukan pemeriksaan administrasi
melalui sistem irrformasi dokumen Lingkungan Hidup
terhadap Formulir UKL-UPL standar spesifik atau
Formulir UKL-UPL standar untuk: ,

a. usaha dengan tingkat risiko menengah rendah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (5) huruf
a;

b. usaha dengan tingkat risiko menengah tinggi
sebagaima.na dimaksud dalam Pasal 57 ayat (5) huruf
b;

c. usaha dengan tingkat risiko tinggi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 57 ayat (5) huruf c; atau
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d. kegiatan yang dilakukan oleh Instansi Pemerintah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (5) huruf
d.

(21 Pemeriksaan administrasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan terhadap:

a. konfirmasi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang
atau rekomendasi kesesuaian kegiatan pemanfaatan
ruang;

b. persetujuan awal terkait rencana Usaha clan/atau
Kegiatan;

c. Persetujuan Tekrris; dan

d. kesesuaian isi Formulir UKL-UPL standar spesifik
atau Formulir UKL-UPL standar dengan pedoman
pengisian.

(3) Dalam hal hasil pemeriksaan administrasi menyatakan
Formulir UKL-UPL standar spesifik atau Formulir
UKL-UPL standar:

a. telah lengkap dan benar, dilakukan pemeriksaan
substansi; atau

b. belum lengkap dan benar, penanggung jawab Usaha
dan/atau Kegiatan melengkapi Formulir UKL-UPL
standar spesifik atau Formulir UKL-UPL standar.

Pasal 59

(1) Menteri, gubernrir, atau bupati/wali kota sesuai dengan
kewenangannya rrrelakukan pemeriksaan substansi
Formulir UKL-UPL standar spesilik atau Formulir
UKL-UPL standar.

(21 Menteri dapat mendelegasikan pemeriksaan substansi
Fornrulir UKL-UPL standar spesifik atau Formulir
UKL-UPL standar yang merupakan kewenangan Menteri
sebagaimana ciimaksud pada ayat (1) kepada gubernur
atau bupati/wali kota.
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Pasal 60

(1) Pemeriksaan substansi Formulir UKL-UPL standar
spesifik untuk usaha dengan tingkat risiko menengah
rendah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (5)
huruf a dilakukan secara otomatis meialui sistem
Perizinan Berusaha terintegrasi secara elektronik untuk
Formulir UKL-UPL standar spesifik yang diisi oleh Pelaku
Usaha.

(2) Berdasarkan pemeriksaan substansi sebagaimana
dimaksud pacia ayat (1) diterbitkan:

a. persetujuan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan
Lingkungan Hidup; atau

b. penolakan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan
Lingkungan Hidup.

(3) Persetujuan atau penolakan Pernyataan Kesanggupan
Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) diterbitkan secara otomatis melalui sistem
Perizinan Berusaha terintegrasi secara elektronik untuk
Formulir UKL-UPL standar spesifik yang diisi oleh Pelaku
Usaha.

(1) Pemeriksaan
spesifik atau
untuk:

Pasal 61

substansi
Formulir

UKL-UPL standar
standar dilakukan

Formulir
UKL-UPL

a. usaha dengan tingkat risiko menengah tinggi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (5)
huruf b;

b. usaha dengan tingkat risiko tinggi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 57 ayat (5) huruf c; atau

c. kegiatan yang dilakukan oleh Instansi Pemerintah
sebagaimana dirrralcsud dalam Pasal 57 ayat (5)
huruf d.

(21 Pemeriksaan substansi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilakukan oleh:

a. Menteri dengan menugaskan pejabat yang
membidangi Amcial, UKL-UPL, dan SPPL; atau
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b. gubernur atau bupati/wali kota dengan menugaskan
kepala perangkat daerah yang membidangi
Lingkungan Hidup.

(3) Pemeriksaan substansi sebagaimana dimaksud pada ayat
(21 dilakukan terhadap kesesuaian standar pengelolaan
dan pemantauan Lingkungan Hidup dengan jenis rencana
Usaha dan/atau Kegiatan dan jenis Dampak Lingkungan
Hidup yang terjadi.

(4) Pemeriksaan substansi Formulir UKL-UPL standar
spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja melalui
sistem informasi dokumen Lingkungan Hidup.

(5) Pemeriksaan substansi Formulir UKL-UPL standar
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam
jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja dengan
melibatkan:

a. instansi yang membidangi rencana Usaha dan/atau
Kegiatan yang bersangkutan;

b. instansi penerbit Persetujtran Teknis bagi
pemenuhan baku mutu Lingkungan Hidup,
Pengelolaan Limbah 83, dan/atau analisis mengenai
dampak lalu lintas; rian/atau

c. instansi yang menyelenggarakan urlrsan
pemerintahan cir bidang penataan ruang.

(6) Pemeriksaan substansi Formulir UKL-UPL standar
sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan secara
dalam jaringan dan/atau luar jaringan.

Pasal 62

(1) Dalam hal hasil pemeriksaan substansi Formulir
UKL-UPL standar spesifik atau Formulir UKL-UPL standar
sebagaimana dima.ksud dalar.r Pasal 61 ayat (4) dan ayat
(5) tidak terdapat perba-ikan, Menteri, gubernui', atau
bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya
memberikan persetujrran Pernyataan Kesanggupan
Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam jangka waktu
paling lama 2 (dua) hari kerja melalui sistem informasi
dokumen Lingkungan Hidup.
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(2) Dalam hal hasil pemeriksaan substansi Formulir UKL-
UPL standar spesifik atau Formulir UKL-UPL standar
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (4) dan ayat
(5) perlu dilakukan perbaikan, Menteri, gubernur, atau
bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya
menyampaikan arahan perbaikan kepada penanggung
jawab Usaha dan/atau Kegiatan melalui sistem informasi
dokumen Lingkungan Hidup.

(3) Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan wajib
melakukan perbaikan Formulir UI(L-UPL standar spesifik
atau Formulir UKL-UPL standar dan menyampaikan
kembali kepada Menten, gubernur, atau bupati/wali kota
sesuai dengan kewenangannya melalui sistem informasi
dokumen Lingkungan Hidup dalam jangka waktu paling
lama 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya arahan
perbaikan Formulir UKL-UPL standar spesifik atau
Formulir UKL-UPL standar.

(4) Berdasarkan perbaikan Formulir UKL-UPL standar
spesifik atau Formulir UKL-UPL standar sebagaimana
dimaksud pada ayat (3), Menteri, gubernur, atau
bupati/wali kota sesuai clengan kewenangannya
menerbitkan persetujuan Pernyataan Kesanggupan
Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam jangka rnaktu
paling lama 2 (dua) hari kerja sejak perbaikan Formulir
UKL-UPL standar diterima melalui sistem informasi
dokumen Lingkungan Hidup.

(5) Dalam hal:

a. perbaikan Formulir UKL-UPL standar spesifik atau
Formuhr IJKL- UPL standar yang disampaikan oleh
penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan telah
melebihi batas waktu yang ditetapkan; atau

b. perbaikan ticiak sesuai dengan standar yang
dipersyaratkan,

permohonan persetujuan Pernyataan Kesanggupan
Pengelolaan Lingkungan Flidup ditolak dan dikembalikan
ke penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan.

(6) Pelaksanaan kewenangan persetujuan Pernyataan
Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup
sebagaimarra dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4)
dilakukan oleh:
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a pejabat. ,v-ang mernbidangi Arndal, UKL-UPL, cian
SPPL yang riitugaslcan oleh Menterr. Ltrrruk Usaha
dan/atau Kegiatan wajib UKL-UPL, yang ri:,:rupakan
ke'*,enangan Menteri;

kepala perangkat daera-h ),ang membidangi
Lingkr-rngarn Hidup provinsi, untuk Usaha dan/atau
Kegia'"r-rn v"'ajib UKL.-UPL yang merupakan
kewerrangan gubernur: atau

kepaia perangkat daerah yalrg mernbidangi
Lingkungan Hidup kabupaten/kota, untuk Usaha
dan/atau Kegiatan wajib UKL-UPL yang rnerupakan
kewenangan bupati /r,vali kota.

Pasal 63

Persetu.juan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan
Lingkungan Hidup sebagaimana climaksud dalarn Pasal 62
ayat (1) dan ayat (4), paling seclikit inemuat:

a. dasar ditetapkannya persetujuan Pernyataar-r
Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup, tierupa
rekomendasi hasil pemeriksaan subst.ansi Forrnr.llir UKL-
UPL standar spesifik atau l.'orrnulir UKL-UPL standar;

b. identitas penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan,
meliputi:

1.. naina. Usaha dan/atau Kegiatan;

2. jenis Usaha clan/atau Kegiatan;

3. rlama dan .labatan penanggung yawab lJsa.ha
dan/atau Kegiatan;

4. alamat kantor; dan

5. lokasi Usaha danr/atau Kegiatan;

c. deskripsi dan lok'asi rencana Usaha dan/atau Kegiatan
.yang akan dilakukan, baik kegiatalr utarna maupun
kegiatan pendukung sesuar dengan Pcrsetujuan Teknis
yang diterbitkarr. oleh instansi yang berweni--ng
menerbitkan Persr-tuiua.n Tekni s;

b

c
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Persetujuan Teknis paling sedikit rnemuat:
1. stanclar teknis pemenunan baku mLrtu Linglltirlgan

Hidup, Perrgelolaan Limbah BlJ, danlata:s a;ialisis
meilgcnai ,J.arnpak lalu iintas;

2. standar kompetensi sumber daya raanusia tcrkait
baku mutu Lingkungan Hidup, perrgelolaan Limbah
[]3, dan analisis rrengenai damFrak laiu lintas; darr

3. sisLern rnanajemen iingkungan;
persyararan bagi penanggung jawab Usaha d.anlata.u
Kegia.tar, untuk nlernenuhi ketentuan dalam pensetujtian
Teknis sebelurn beroperasinya instalasi cian/atau fasilitas
yang terkait dengan lingkup Persetujuan Teknis;
kewajiban Denanggurrg javrab Usaha dan/at-au Kegiatan,
anta.ra lain:

1. memenuhi ketentuan pengelolaan dan pernantauan
lingkungan dalam matrik IJKL.-UpL:

2. memenuhi ketentuan Persetujuan Teknis setelah SLO
diterbitkan:

3. menyiilp|12r, dana pen;aminan untuk pemulihan
fungsi Lingkurrgan Hidrrp sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang- unda.ngan ;

4. menyampaikan laporarr pela_ksanaan persyaratan dan
kewajiban Pcrizinan Berusaha ataul persetuluan
Pemerintah terkait- Persetujuan Lingkungan secara
berka.la setiap 6 (enam) bulan sekaii;

5 meiakukarl pengelolaan Limbah nonB3 sesuai rincian
pengclolaan dan pemantauan lingkungan dalam
matrik UKL-UPL;

6. rnengajukan permohonan peruL,ahan persetujuan
Lingkungan apabila direncanakan untuk melakukan
per-,-rbahan Usaha dan/atau Kegiatannva; <ian

7. kewajiban Lain .!ar1g dite*"apkan oleh Menreri,
gubernur, arat-'! bupatilu,ali kota sesuai Cengan
kewenangann)'a berdasarkan keperrtingan
Perlindrrrrgan datr i,er,gelolaan Li::gkungan Hidup.

e

f
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Pasal 64

(1) Persetujuan Pernyataan Kesangg.rpan pengelolaan
Lingkungarr l{idup sebagaimana dirnaksud dalam pasal
63 merupakan:

a. bentrrk Perset'.guari Lingkunean; dan
b. prasyarat penerbir-an Perizinan Berusal,a eT.au

Persetu.iuan Pernerintah,

l2l Penzinan Berusa ha atau Persetujuan Pemerintah
sebagaimana dimaksurcl pada ayat (1) menjadi dasar
pelaksanaa-n pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan.

(3) Persetujtian Pemerintah sebagaimana dimaksud pada
ayat il) huruf b diterbitkan sesrra.i dengan ketenruar,
peratura,n perundang-undangan .

Bagian Keempat

Pengisian SPPL

Pasal 65

(1) SPPL bagi usaha yang dilakukan oieh Pelaku Usaha
sebagaimana dimaksud dalam Pasal T ayat (2\
diintegrasikan ke clalam nomor induk berusaha.

{2) SPPL sebagaimaua dimaksr-rd dalam Pasai 7 ayat {2) bagi
kegiatan yang dilakukan oleh Instansi Pemerintah
dilakukan melalui perrgisian formulir yang merr..iadi dasar
penerbitan Persetujuan Pemerintah.

t3i Tata cara pengisian formulrr sebagaimana dimaksuci pada
ayat (2) tercanttrm dalam Lampiran III 5-arrg merupakan
bagian tidak terpisahkan ciari Perart.uran pemerinrah ini,

Pa.sal 66
(1) Pengintegrasian SPPL ke dalarn norrlor induk berusaha.

sebagaimana dirr,aksud ciaiam Pasal b5 ayat (1) oilakukan
melalui sisrem Perizina,r Berusaha terintegrasi secara
elektronik.
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(21 Pengisian formulir SPPL sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 65 ayat (21 dilakukan melalui sistem inforrnasi
dokumen Lingkungan Hidup.

(3) Formulir SPPL sebagaimana dimaksud pada ayat (21

memuat:

a. kesanggupan penanggung jawab Usaha dan/atau
Kegiatan untuk mematuhi peraturan
perundang-undangan di bidang Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup;

b. lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatan memiliki
konfirmasi kesesuaian kegiatan pemanfaatatl ruang
atau rekomendasi kesesuaian kegiatan pemanfaatan
rLrang sestrai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan ; dan

c. kewajibran dasar pengelolaan Lingkungan Hidup.
(4) Menteri, 6lrbernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan

kewenangannya menyetujui secara otomatis atas formulir
SPPL sebagaimana. dimaksud pada ayat (3)yang telah diisi
oleh Instansi Pemerintah melalui sistem inforniasi
dokumen Lingkungan Hidup.

Bagian Keiima

Penyrrsun Amdal

Pasal 57

( 1) Penyusunan Amdal dilaksanakan oleh tim penyusun
Amdal yang ditetapkan oleh penanggung jawab Usaha
dan/atau Kegiatan.

(21 Tim penyusun Amdal sebagairnana dimaksud pada ayat
(1) dapat berasal dari:

a. perorangan; atau

b. lembaga penyedia jasa penyusunan Amdal.

(3) Tim penyusun Amdal sebagaimana dirnaksud pada ayat
(1) terdiri atas: '

a. ketua; dan

b. anggota.
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(4) Ketua. sebagaimana dimaksud pada ayaL (ir) hr,rri:f a rna;ib
merniliki sertifikat kompeterrsi yang mcrnenuhi standar
kualitlkasi ketua tim penir.rsun Anrdal.

{5) Airggota sebagair,rana dimaksud perda ayat (31 huruf b
paliirg sedikit terdiri atas 2 (dua) orang yang wajib rnemiliki
sertifikat kompetensi 3.a.ng memenuhi standar kualihka.si
anggota tim penyusun Amdal clan/atau 1,-ua.iifikasi ketua
tim peny'usun Amdarl.

(6) Dalam nrelakuka-n penlrusunan Amdal. tim penyltsun
A:irdai sebagaimana dimaksud pa<la ayar (2J harus
melibatkan tenaga ahli yang rnemenuhi kualifikr:.si di
bidangnya masing-masing sesuai dengan jenis Usaha
dan/atau Kegiatan dan Dampak Lingkungan Flidup yang
tliakibatkan oleh rencana Usaha dan/atau Kegiatarr.

{71 Tim pen5rLrsun Amdal yang berasar dari perorangan
sebagaimana dirrraksud pada ayat (2) huruf a dibentuk
melalui keputusan penang€ll-rrrg jawab kegiatan clengan
memenuhi ketentuarr sebagaimana dimaksud pada eryat (3)
sampai dengan gyat (6).

Pasal 68

(1) Sertilikat kompeterrsi penJrusun Amdai sebagaimana
dimaksucl dalarrr Pasal 67 ayat (4) dan ayat (5) diperoleh
melalui sistem sertifikasi kompetensi penyusun Amdal.

(21 Sistem sertifikasi kompetcnsi penyusun Anrdal
sebagaimana dimal<sud pada ayat (1) dilaksanakan oieh
suatu lembaga yang berfungsi sebagai lembaga pelatihan
kcmpetensi Amdal dan lcmbaga sertifikasi kompetensi
Amdal.

(3) Sistem sertifikasr kornpetensi penyusrrn Amdal
sebagaimana dimaksucl pada ayat (1) meliputi tahapan:
e. pelatrhan penF-rsllnan Amdal;

b. r rii krri:npetensi; dan

c. penerbitan sertifikat kompctensi pcnl'Llsun Anrdal.

(4) Pencrt ttsn serl-ifikat korrrpetensi penyLrsun Amdal
sebagainiana dlmaksrrd pada ayat (3) huruf c terdiri atas.

SK No 084565 A

a. kuaiiiikasi



PFIESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

r-;5

a. kr-ralifikasi l<erua tim penyusun Amdal; darr

b. kr-taiifik:rsi anggota tirn peni-r-lsun Amdal.

Pasal 69

(1) Pelatihan pen-yusLinan'AmCal sebagarmana dimaksud
da.lam Pasal 68 ayat (3) huruf a dilaksanakan ,-llehr
lembir,ga pelatihan konaoctensi Amdal-

(21 i,embaga pelatihan kompetensi Amclal sebagarrnana
dimaksud pada ayal (1) mengajukan perrrtohonan
akreditasi kepada Menteri dengan dilengkapi persyaratan
meliputi:

a. idr-.ntitas lembaga pelatihan kompetensi Amdai;
b. penanggung jawab pelatihan kompetensi penycrsun

Amdal;

c. daftar pengajar tetap dan tidak tetap yang memiiiki
pengalaman menJ,usun Amdal paling sedikit 5 (tima)
tahun;

d. menggunakan bahan ajar (kurikulum) Amclal
berdasarkan stanclar kompeterisi;

e. nrenvediakan informasi publik rnengcnai
pelaksanaan pelatihan kompetensi perryusun
Amdal: dan

f. sistetn manajernen mutu.
(3) Menteri memberikan akreditasi kepada leinbaga

pelatihan kompeterrsi Amdal yang telah memerruhi
ketentuan dalam jangka waktu paling iama 3 (dga) hari
kerja sejak diierirna persyaratan sebagairnana dimaksrrd
pada ayat (2) dengan lengkap dan benar.

(4i Lembaga pelatihan kornpetensi Amdal yang telah
terakreditasi sebagaimana dirnaksud pada. ayat (3)
melaporkan pemenuharr ketentuan sebagaimana
dimaksrrd pada ayat Q) hurut (l sanlpar dengan hr_rnrf f
kepa,la A{t:nteri setia.p 1 (satrr) tirlrun sekali.
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Ptrsal 70

il) Uji kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68
ayat (3) hurri b dan penerbitan sertifikat kompetensi
sebagu.irrra:ra dimaksud da.lam Pasal 68 ayat (3) huruf c
dilaksanakan oieh lembaga sertifika-si kompetensi Arndai
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 al,at (2).

{21 Lembaga. sertifikasi kompetensi Arndai sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) rnengajukan perr':eohonan
penetapan kepada Menteri clengan dilengkapi
J)ersyaratan melipr.rti :

a. identitas ler:.ibaga sertifiliasi kompetensr Amcial;
b. penanggung jawab sertifikasi kompetensi arndal;
c. sistern uji kompetensi sesuai dengan ketentuan

peratu ran perundang-undangan ;

d. penguji yang memiiiki pengalaman paling sedikit 1C
(sepuluh) tahun di bidang pen5rusunarr Arrrdal;

e. sistem informasi publik yang terkait dengan
pelaksanaan uji kompetensi;

f. mekanisme penanga-nan pengaduan dari pengguner
iasa dan publik; clan

g. sistem manajemen mutLr.
(3) Lembaga sertrfikasi kornpetensr Amdai yang r-eiah

ditetapkan seba.gaimana dimaksud pada ayat (1)
melaporkan pemenuhan ketentuan sebagainra.na
dimaksud pada ayat (2) huruf c sampai dengan huruf g
kepa.da Menteri setiap I (satu) tahun sekali.

Pasal 71

(1) Lembaga sertit'ikasi konrpetensi Amdal menerbitkan
sertihkar. kornpetensi untuk peserta yarrg dinyatakan
lulus uji kompetensi seha.gaimana dimaksud dala:n Pasal
70 ayat (1).

(2) Lembaga sertifikasi kompetensi Amclal melakukan
eva.luasi terlia.dap pen'iegang sertifikat kompetensi pzthng
sedilrit I (satu) kair dalam jaurgka waktu 3 (tiga) tahun.

(3) Evaluasi sebagaimarra dirnal<sud pada ayat (21

diLaksanakarr terkradap rnr-it-u Amdal yang drsusun.
(41 Kritcria evaLuasi mutu Amdal sebagairrana rlimaksud

pada a'7"r1- (3) .1,+,et-:r*ri:ar: r,,ieh Menteri.
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Pasal72
(1) Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 71, lembaga sertifikasi kompetensi Amdal
melakukan:

a. keberlanjutan berlakunya sertifikat kompetensi
penyusun Amdal; atau

b. pencabutan sertifika[ kompetensi penyusun Amdal.

(21 Pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hunrf
b dilakukan jika penyusirn Amdal:

a. menyalahgunakansertifikatkompetensi;
b. melakukan penjiplakan dalam penyusunan Amdal;

dan/atau
c. melakukan pemalsuan data dan informasi dalam

penyusunan Amdal. '

(3) Pen5rusun Amdal yang sertifikat l.,ompetensinya telah
dicabut, dilarang melakukan penyusunan Amdal.

(4) Lembaga sertifil<asi kompetensi Amdal melaporkan
pencabutan sertifikat kompetensi penyusun Amdal
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b kepada
Menteri cian menginformasikan kepada publik.

Pasal 73

(1) Lembaga penyeCia jasa pen)rusunan Amdal sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 67 ayat (21 huruf b mengajukan
perrnohonan registrasi kepada Menteri dengan dilengkapi
persyaratan:

a. identitas pemohon:
b. akte pendirian badan hukum;
c. penanggung jawab sertifikasi kompetensi Amdal;
d. merniliki paling sedikit 2 (dua) orang tenaga tetap

penyusun Amclal yang memiliki sertifikat
kompetensi yang memenuhi standar kualifikasi
ketua tim penyusun Amdal;

e. memiliki paling sedikit 2 (dua) orang tenaga tetap
penJrusun Amdal yang memiliki sertifikat
kompetensi yang memenuhi standar kualifikasi
anggota tim penyusun Amdal;
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rnemiliki perjanjian kerja dengan tenaga tidak tetap
penyusun Amdal yang memiliki sertifikat
kompetensi penyusun Amdal yang memenuhi
standar kualifikasi anggota tim penyusun Amdal;
memiliki perjanjian kerja dengan tenaga ahli sesua.i
dengan dampak potensial yang diakibatkan t'leh
rencana Usaha dani atau Kegiatan;
memiliki sistem manajemen rnutu; dan
melaksanakan pengendalian mutu internal i_erhadap
pelaksanaan penyusunan Amdal, termasuk menjaga
prinsip ketidakberpihakan dan/atau menghindari
konflik kepentingan.

(2) Menteri rrremberikan tanda registrasi kepada lembaga
penyedia jasa penyusunan Amdal dalam jangka waktu 3
(tiga) hari kerja setelah nermohonan registrasi ditenma
dan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1).

(3) Lembaga penyedia jasa penyusunan Amdal yang telah
teregistrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
melaporkan pemenuhan ketentuan sebagaimana
dimaksud pada ayat (21 huruf d sampai dengan huruf i
kepada Menteri setiap 1 (satu) tahun sekali.

Pasal 74

(1) Menteri rnelakukan evaluasi terhadap laporan yang
disampaikan oieh:

a. lembaga pelatihan kompetensi Amdal;

b. iembaga sertifikasi kornpetensi Amdal; dan
c. lembaga penyedia jasa penyusunan Amdal.

(2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayar (1) dilakukan
melalui inspeksi secara berkala paling sedikit i (satu) kaji
dalam 3 (tiga) tahun atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

f.

ob

h
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Pasal 75

(1) Dalam hal hasil evaluasi Menteri menunjukkan:
a. Iembaga pelatihan kompetensi Amdal tidak

memenuhi akreditasi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 69 ayat (41;

b. lembaga sertifikasi kompetensi Amdal tidak
memenuhi penetapan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 70 ayat- (3); atau

c. lembaga penyedia jasa penyusunan Amdal tidak
memenuhi registrasi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 73 ayat (3),

Menteri memberikan peringatan tertulis.
(2) Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1)yang tidak

melaksanakan ketentuan mengenai peringatan tertulis
dalarn jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak
peringatan tertulis diterima, Menteri melakukan
pembekuan akreditasi, penetapan, atau registrasi
lembaga.

(3) Pembekuan sebagaimana dimaksud pada ayat (21

diberikan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun.
(4) Selama masa pembekuan sebagaimana dimaksud pada

ayat (3):

a. lembaga pelatihan kompetensi Amdal dilarang
melaksanakan pelatihan kompetensi penyusunan
Amdal;

b. lembaga sertifikasi kompetensi Amdal dilarang
melaksanakan sertifikasi kompetensi penyusunan
Amdal; atau

c. lembaga penyedia jasa. penyusunan Amdal dilarang
melaksanakan penyusunarr Amdal.

(5) Dalam hal lembaga dapat melaksanakan ketentuan
peringatan tertulis sebagaimana dimaksuci pada ayat (1),
I\{enteri mencabut pembekuan.

(6) Dalam hal lembaga tidak dapat melaksanakan ketentuan
peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
setelah berakhirnya jangka waktu pembekuan, Menteri
mencabut akreditasi, penetap&o, atau registrasi lembaga.
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(7j Mentr:ri lnenyampaikarr kepada publik mengerlal
perrrbekrian sebagaimana diinaksud pada ayat (2) ctan
pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (r-) melal''-ri
sistem infolmasi doki-lmcn Lingkungarr Hidup.

Bagian Keenarn

Pernbentukan Lernbaga Uji Keiavakan Lingkr.rngan Hidup
dan Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hiduii

Pasal 76

(1) Menteri nrembentuk Lembaga Uji Keiayakan Lingkuirgan
Hidup.

(2) Lembaga Uji Kelayakarr Lingkungan Hidrip bertugas
membantu Merrteri dalam:

a. mem.bentuk Tirrr Uji Kelayakan Lingkungan llidup;
b. melakukan sertifikasi ahli;

c. menyLrsun daftar kumpular: ahli bersertifikat;
d. nrenye<liakan sistem informasi uji kelayakan yang

merupakan bagian dari sistem infcrrmasi dokurnen
Lingkungan Hidup;

e. melakukan pembinaan kepacia Tim Uji Kelalrakan
l,ingkr-rngan Hidup; dan

f. rnelakukan rnonitoring dan evaluasi pelaksanaan uji
kelayakan oleh Tim Uji Kelayakan Lingkung,an Hiclup.

Pasal'77

(i) Lernbaga Uli Kelayakan Lingkungan Hidup rnenyLrsun
Tim Uji Keiayaka-n Lingkungan Hidup berdasar.kan
usulan oari:

a. pejabat yang membidangi Arndal, UKL-UPL. dan
SPPL untuk Tim U-i! Kelayakan Lingkungan Hidup
yallg berkedrrrhrkan di pusat;

b. gubernur ,.rntuk 'Iirn Uji Kelalrakan Lingkungan
HiCup yang berkedudtrkan di provinsi; atau
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c. bupati/wali kota untuk Tim Uji Kelayakan
Lingkungan Hidup yang berkedudukan di
kabupaten/kota.

(21 Menteri menetapkan Tim Uji Kelayakan Lingkungan
Hidup berdasarkan hasil telaahan dari Lembaga Uji
Kelayakan Lingkungan Hidup atas usulan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1). 

!

(3) Pejabat yang membidangi Amdal, UKL-UPL dan SPPL,
gubernur atau. bupati/wali kota sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dapat mengusulkan lebih dari 1 (satu) Tim
Uji Kelayakan Lingkungan Hidup kepada Lembaga Uji
Kelayakan Lingkungan Hidup dalam hal kuantitas Amdal
yang harus dilakukan uji kelayakan sangat tinggi.

(4) Persyaratan pengusulan Tim Uji Kelayakan Lingkungan
Hidup tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 78

Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup berkedudukan

a. di pusat;

b. di provinsi; atau

c. di kabupaten/kota.

Pasal 79

(1) Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup yang berkedudukan
di pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 huruf a
bertugas melakukan uji kelayakan Amdal untuk jenis
rencana Usaha dan/atau Kegiatan:

a. yang Perizinan Berusaha atau Fersetujuan
Pemerintah diterbitkan oleh Pemerintah Pusat;

b. berlokasi di:

1. linta.s negara;

2. lintas provinsi; dan/atau
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3. wilayah laut lebih dari 12 (dua belas) mil laut
diukur dari garis pantai ke arah laut lepas;
dan/atau

c. yang Persettrjuan Pemerintah diterbitkan oleh
gubernur dan organisasi perangkat daerah yang
membidangi Lingkungan Hidup provinsi bertindak
sebagai penanggung jawab kegiatan.

(21 Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup yang berkedudukan
di provirrsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 huruf
b bertugas melakukan uji kelayakan Amdal untuk lenis
rencana Usatra dan/atau Kegiatan:

a. yang Perizinan Berusaha atau Persetujuan
Pemerintah diterbitkan oleh gubernur;

b. berlokasi di:

1. lintas kabupaten/kota yang berada dalam i
(satu) provinsi; dan/atau

2. wilayah laut paling jauh 12 (dua belas) mil laut
diukur dari garis pantai ke arah laut lepas;
danTatau

c. yang Persetujuan Pemerintah diterbitkan ' oleh
bupati/wali kota dan organisasi perangkat daerah
yang membidangi Lingkungan Hidup
kabupaten/kota bertindak sebagai penanggung
jawab kegiatan.

(3) Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup yang berkedudukan
di kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal
78 huruf c bertugas rnelakukan uji kelayakan Amdal
untuk jenis rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang
Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah
diterbitkan oleh bupati/u,ali kota.

(4) Menteri dapat menugaskan Tim Uji Kelayakan
Lingkungan Hiclup yang berkedudukan di provinsi
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan Tim Uji
Kelayakan Lingkungan Hidup yang berkedudukan di
kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
untuk melakukan uji kelayakan Lingkungan Hidup yang
Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah
diterbit-kan oleh Pemerintah Pusat.
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(5) Gubernur atau bupati/rvali kota dapat meminta bantuan
Tim Uii Kelayakcrn l,ingkungan Hidup yang berkeduciukan
di pusat uirtuk melakukan uji kelayakan Lingkungan
Hidup yang Perizj.nair Berusaha atau Persetujuan
Pemerintah diterbitkan oleh gubernur atau bupati/wali
kota sebaqairnana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan
aya+" (3).

Pasal 80

(1.l Dalam hal rencana Usaha dan/ataur Kegiatan yang
penlrusunan Amdalnya rner-rggunakan penclekat-an studi
terpadu atau kawasan serta memiliki iebih dari i (satu)
Perizirran Berusaha at-au Persetujuan Pernerintah dengan
kewenangan penerbitan Perizinan Berusaha ata.tr
Persetujuan Pemerintah berada di:

a. pusat, provinsi, dan kabupatcnf kota.;

b. pusat dan provinsi; atau

c. pusat dan kabupaten/kota,

uji kelayakarr dila-kukan oleh Tim Uji Kele.5rakarr
Lingkungan Hidup yang berkedudukan di pusat.

(21 Dalam hal rencana Usaha dan/atau Kegiatan )rang
pen5,nJsunan Amdahrya rnenggunakan pendekatari studj
terpadu ata.,.r kawasan serta memiliki lebih dari I (satu)
Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah dengan
ker,r,enangan penerbitan Perizinan Berusaha atau
Persetujuan Pemerintah beraCa di provirisi dan
kabupatenikota, uji kelayakan dilakukan oleh Tim Uji
Kelayakan Lingkungan Hidup yang berkedudukan di
provinsi.

I'asal 81

(f ) Tirn {-tji Kelayakarr Lingkungan Hidup
dimaksud ,lalarn Pasal 78 terdiri atas:

a. ketu:r;

b. kepala sekretariat; dan

c. anggota.

scbagarmana
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(21 Ketua dan kepala sekretariat sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a dan huruf b dijabat oleh pejabat yang
menangani Amda1 atau pejabat fungsional tertentu di
instansi Lingkungan Hidup pusat, organisasi perangkat
daerah yang membidangi Lingkungan Hidup provinsi, atau
organisasi perangkat daerah yang mernbidangi
Lingkungan Hidup kabupaten/ kota yang memiliki
pengalaman dala.nr penilaian Amdal paling sedikit 2 (dua)
tahun.

(3) Anggota yang berkedudukan di pusat terdiri atas:
a. paling sedikit 5 (lima) orang ahli bersertifikat dengan

latar belakang keilmuan yang beragam terkait dengan
dampak rencana Usaha dan/atau Kegiatan; dan

b. paling banyak 5 (lima) orang dari unsur kementerian
yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan
Hidup.

(4) Anggota yang berkedudukan di provinsi atau
kabupaten/kota terdiri atas:
a. paling sedikit 5 (lima) orang ahli bersertifikat dengan

latar belakang keilmuan yang beragam terkait
dengan dampak rencana Usaha dan/atau Kegiatan;

b. 1 (satu) orang dari unsur kementerian yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
dan

c. paling banyak 5 (lima) orang dari perangkat daerah
yang membidangi Perlindungan dan Pengeloiaan
Lingkungan Hidup.

(5) Ahli bersert-ifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
huruf a dan ayat (4) huruf a terdiri atas:
a. ahli mutu udara;
b. ahli mulu air;
c. ahli mutu tanah;
d. ahli keanekaragarnan hayati;
e. ahli kehutanan;
f. ahli sosial;
g. ahli kesehatan masyarakat;
h. ahli transportasi;
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i. ahli geologi;

j. ahli hidrogeologi;

k. ahli hidrologi;

1. ahli kelautan; atau

m. ahli lain sesuai dengan dampak rencana Usaha
dan/atau Kegiatan.

Pasal 82

(1) Lembaga Uji Kelayakan Lingkungan Hidup berdasarkan
hasil telaahan dapat memberikan saran kepada Menteri
untuk menambah atau mengganti anggota Tim' Uji
Kelayakan Lingkungan Hidup yang berasal dari tenaga
ahli bersertifikat yang diusulkan oleh pejabat yang
membidangi Amdal, UKL-UPL, dan SPPL, gubernur atau
bupati/',vali kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal TT
ayat (1).

(2) Tambahan atau penggantian ahli bersertifikat diperoleh
dari daftar kumpulan ahli bersertifikat sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 76 ayat (2) huruf c.

Pasal 83

Lembaga Uji Kelayakan Lingkungan Hidup melakukan
pembinaan terhadap Pemerintah Daerah untuk dapat
rnemenuhi persyaratan pengusulan Tim Uji Kelayakan
Lingkungan Hidup.

Bagian Ketujuh
Ahli Bersertifika.t Tim Uji Keiayakan Lingkungan Hidup

Pasal 84

(1) Menteri menetapkan ahli bersertifikat sebagai anggota
Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup.

(21 Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan melalui Lembaga Uji Kelayakan Lingkungan
Hidup dengan mekanisme penilaian calon ahli
bersertifikat.
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Pasai 85

(1) Mekanisme penilaian sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 84 ayat (21 dilakukan terhadap:

a. latar belakang pendidikan minimal sarjana;

b. pengalaman sesuai keilmuannya paling sedikit 3
(tiga) tahun;

c. sertifikat pelatihan yang terkait dengan kajian
Dampak Lingkungan;

d. rekam jejak penilaian Amdal yang telah dilakukan
oleh ahli tersebut;

e. tulisan ilmiah dari ahli tersebut yang telah
diterbitkan di jurnal nasional atau internasional;
dan/atau

f. rekomendasi dari asosiasi keahlian.

(2) Berdasarkan hasii penilaian sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), Menteri menerbitkan tanda ahli
bersertifikat.

(3) Ahli bersertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
harus menandatangani pakta integritas.

Bagian Kedelapan

Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup dan Dokumen Pengelolaan
Lingkungan Hidup ,

Pasar.l 86

Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan yang telah
melaksanakan Usaha dan/atau Kegiatan sebelum berlakunya
Peraturan Pemerintah ini dan memenuhi kriteria:
a. tidak memiliki dokumen Lingkungan Hidup atau dokumen

Lingkungan Hidupnya tidak sesuai dengan ketentuan
peraturan rrerundang-undangan; dan

b. lokasi Usaha dan/atau Kegiatan sesuai dengan rencana
tata ruang,

wajib men5rusun DELH atau DPLH.
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Pasal 87

(1) Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 mengajukan
DELH atau DPLH yang telah disusun melalui sistem
informasr dokumen Lingkungan Hidup kepada Menteri,
gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan
kewenangannya.

(21 DELH atau DPLH yang telah disusun sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diumumkan kepada masyarakat
melalui:

a. sistem informasi dokumen Lingkungan Hidup oleh
Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai
dengan kewenangannya; dan

b. pengumuman pada lokasi Usaha dan/atau Kegiatan
oleh penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan.

(3) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (21

memuat informasi:

a. Usaha dan/atau Kegiatan beserta evaluasi Dampak
Lingkungannya; dan

b. Rencana pengelolaan dan pemantauan Lingkungan
Hidup.

(4) Berdasarkan pengumuman sebagaimana dimaksud pada
ayat(2) dan ayat (3), rrrasyarakat dapat memberikan saran,
pendapat, dan tanggapan dalam jangka waktu paling lama
5 (lima) hari keda sejak diumumkan.

Pasal 88

(1) Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan
kewenangannya melakukan penilaian DELH atau
pemeriksaan DPLH melalui sistem inforrnasi dokumen
Lingkungan Hidup.

(2) Dalam melakukan penilaian DELH atau pemeriksaan
DPLH sebagairrrana dimaksud pada ayat (1):

a. Menteri menugaskan pejabat yang membidangi DELH
atau DPLH; atau

b. gubernur atau bupati/wali kota menugaskan kepala
perangkat daerah yang membidangi Lingkrlngan
Hidup.
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(3) Hasil penilaian DELH atau pemeriksaan DPLH
sebagaimana dimaksud pada ayat(2) disusun dalam berita
acara yang memuat informasi:

a. DELH atau DPLH diterima; atau

b. DELI{ atau DPLH perlu dilakukan perbaikan.

(4) Berdasarkan berita acara sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) huruf a, Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota
sesuai dengan kewenangannya menerbitkan persetujuan
DELH atau DPLH.

(5) Persetujuan DELH atau DPLH sebagaimana dimaksud
pada ayat (4) dipersamakan dengan Persetujuan
Lingkungan yang digunakan sebagai prasyarat dan
termuat dalam Perizinan Berusaha atau Persetujuan
Pemerintah.

(6) Berdasarkan berita acara sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) huruf b, penanggung jawab Usaha dan/atau
Kegiatan melakukan perbaikan. 

,

(7) Tata cara pen5rusunan, penilaian DELH, atau pemeriksaan
DPLH tercantum dalam Lampiran V yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini.

Bagian Kesembilan

Peru bahan Persetujuan Lingkungan

Pasal 89

(1) Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan wajib
melakukan perubahan Persetujuan Lingkungan apabila
Usaha dan/atau Kegiatannya yang telah memperoleh
surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau
persetujuan Penyataan Kesanggupan Pengelolaan
Lingkungan Hidup direncanakan untuk dilakukan
perubahan.

(2) Perubahan Usaha dan/atau Kegiatan sebagaimana
dimaksuci pada ayat (1) meliputi:

a. perubahan spesifika-si teknik, alat produksi, bahan
baku, bahan penolong, dan/atau sarana Usaha
dan/atau Kegiatan yarig berpengaruh terhadap
Lirrgkungan l{idup;

b. penarnbahan kapasitas prodr-rksi;
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.. perl.uasan laharr Usaha dan/atai-r Kr:giatan;

d. p:rubahan waktu atail durasi operasi Usaha
dan/atau Legiatan;

e. terjaclinya perubahan keb-ijakarr penrerintah yang
ditujukan untuk peningkatan. perliirdunsan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup;

f. terjadi perubahan Lingkungan Hidup yang sangat
rnenrlasar akihat peristiwa aiam atau karena akibat
Iain, sebelum dan pada rvaktu tJsaha dan/a_tar:
I(egiat-an yang bersarrgkuran dilaksanakan;

g. tidak dilaksanakannva rencana Usaha dan/atau
i(egiata;n dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak
diterbitkannya surat Keputusan Kelayakan
Lingkungan Hidup atau perset'.rjuan penyataan
Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hioup;

h. perubahan identitas penanggung jarr,'ab Usaha
da.n/atau Kegiatan;

i. peruibahanwilayahaciministrasipemerintahan;
j. pen-ibahan pengelolaan dan pemantauan

Lingkungan Hidup;
k. SLO Usaha dan/atau Kegiatan yang lebih ketat dari

Persetujuan l,ingkungarl yang dimiliki;
L penciutan/pengurangan dan/atau luas areal Usaha

dani atari Kegiatan; dan/atau
m. terdapat perubahan dampak dan/ataur risikc

Lingkungan Hidup berdasarkan hasil kajian analisis
risiko Lingkungan Hidup dan/atau audit Lingkungan
Flid,-rp r-ang diwaj ibkan.

(3) Perul:ahan Persetujuan Lingkungan sc-bagaimana
dimaksud Lrada- ayat {2}, menjadi dasar dilakukannya
perubahan Perizinan Berusaha atau persetujuan
Pennerintair sesuai dengan ketentuan peraturan
perundanga n -undangan.
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Pasnl 90

(1) Perubahan Persetujuan Lrngkungan sebagairnana
dimaksud dalam Pasal 89 ayat (2) dilakr.rkan inelalui:
a. perubarfiarr Persetujuan Lingkuitgan rlengan

kewajiban rner'lruslin d<lkumen I-ingkllngan H.idup
baru; atau

b. pcrubalran Persetujuan l,ingkungan tanpa drsertai.
kewajiban menJrusun dokumen l,ingkungan Hidup
llaru.

(21 Penrbaha:r Persetujuan Lirrgkungan dengan kewajiban
nlen)rusun doktrmeri Lingkuirgan Hidup baru
sebagaimarra dimaksrrd pada- ayat (1) huruf a beriaku
untuk perubahan Usaha dan/atau Kegiatan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 89 ayat (2) huruf a sampai dengan
huruf g.

(3) Perubahan Persetujuan Lingkungan tanpa dise:rtai
kewajiban menvusun dokumen Lingkungan }{idup baru
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b herlaku
untuk perubahan Llsaha Can/atau Kegiatan sebagaimana
dimakstrd dalam Pasal 89 ayaLt (2) huruf l-r sampai dengan
hunrf m.

Pasal 9 1

(1) Perubahan Persetujuan Lingkungan dengan kewaiiban
men5rusun dokumen Lingkungan I{idup baru
sebagaimerna dimaksud dalam Pasal 90 avat (1) huruf a
dilakukan mela.lui:

a. perubahan srrrat Keputusan Kelayakan Lingkungan
Hidup dengan kcwajiban melakukan perrlAlsuns.fl
dan,.rji kelaya.kan Amdal baru;

b. peruF-,aharr persetujuan Pernyataan Kesanggnpan
Pengclolaan l-ingkungarr }{idup dengan kewajihan
rrielakrrkan l)en]rusrlnan clan perrreriksaan Formulir
UKL.-IjPL standa-r spesifik atau Formulir UKL-UpL
sta:rdar: atau

c. perrrbahan surat Keprrtusan Keiayakan Lingkungan
Hidup dengan kervajiban rnelakukan penlrllsunan
darr peniiaian adriendttm Andal dan RKL-RPL.

SK No 084581 A

(2) Dalam...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-81 -

(2) Dalam hal perubahan lJsaha dan/atau Kegiatan yang
dilakukan menyebabkan skala/besaran kumulatif Usaha
Can/atau Kegiatan tersebut menjadi skala/besaran wajib
rrremiliki Amdal, perubahan Persetujuan Lingkungan
dilakukan melalui peny-rsunan dan uji kelayakan Amdal
baru.

(3) Dokumert addendum Andal dan RKL-RPL sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf c f-erdiri aras:

a. tipe A;

b. tipe B; dan

c. tipe C.

Pasal 92

(1) Tata cara penyusunan Amdal sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 36 dan Pasal 39 berlaku secara mutatis
mutandis untuk pen5rusunan Amdal baru sebagairaana
dimaksud dalanr Pasai 91 ayat (1) huruf a.

(2) Tata cara pen)rusunan Formulir UKL-UPL sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 55 dan Pasal 56 berlaku secara
mutatis mutandis untuk penyusunan Formulir UKL-UPL
standar spesifik atau Formulir UKL-UPL standar
sebagaimana. dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1) huruf b.

Pasal 93

(1) Perubahan Persetujuan Lingkungan tanpa clisertai
kewajiban men5rusun dokr-rmen Lingkungan Hidup baru
sebagaimana dimaksud dalam pasal 90 ayat (i; nuruf b
dilakukan melalui:

a. perubahan surat Keputusan Kelayakan Lingkungan
Hidup atau perubahan persetujuan pernyataan
Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup
sebagaimana dimaksud dalam pasal 89 ayat (21
hurtrf h dan Lruruf i; atau
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b. perubahan surat Keputusan Kelayakan Lingkungan
Hidup atau perubahan persetujuan Pernyataan
Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang
disertai perubahan pengelolaan dan pemantauan
Lingkungan Hidup sebagaimana ciimaksud dalam
Pasal 89 ayat (2) huruf j sampai dengan huruf m.

(21 Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
terkait dengan pengelolaan dan pemantauan Lingkungan
Hidup yang memerlukan Persetujuan Teknis, dilakukan
berdasarkan Perubahan Persetujuan Teknis.

Pasal 94

(1) Untuk menentukan perubahan Perset-trjuan Lingkungan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (l ),
penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan melakukan
proses penapisan secara mandiri.

(21 Dalam hal penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan
tidak dapat melakukan penapisan secara mandiri,
penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan
mengajukan penetapan penapisan kepada instansi
Lingkungan Hidup pusat, organisasi perangkat daerah
provinsi yang membidangi Lingkungan Hidup, atau
organisasi perangkat daerah kabupaten/kota yang
membidangi Lingkungan Hidup sesuai dengan
kewenangannya disertai dengan penyajian informasi
lingkungan.

(3) Penyajian informasi lingkungan sebagaimana dimaksud
pada ayat (21 menggunakan format sebagaimana
tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 95

(1) Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan mengajukan
permohonan perubahan Persetujuan Lingkungan kepada
Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan
kewenangannya melaiui sisterrr informasi dokumen
Lingkungan Hidup.
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(2) Terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai
dengan kewenangannya melakukan:

a. uji kelayakan Amdal baru;

b. pemeriksaan Formulir UKL-UPL standar spesifik
atau Formulir UKL-UPL standar; atau

c. penilaian addendum Andal dan RKL-RPL.

Pasal 96
(1) Tata cara uji kelayakan Lingkungan Hidup sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 47 sampai dengan pasal 49
berlaku secara mutatis mutandis untuk uji kelayakan
Amdal baru sebagaimana dimaksud dalarn pasal 95 ayat
(2) huruf a.

(21 Tata cara pemeriksaan Formulir UKL-UPL standar
spesifik atau Formulir UKL-UPL standar sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 57 sampai dengan pasal 62
berlaku secara mutatis mutandis untuk pemeriksaan
Formulir UKL-UPL standar spesifik atau Formulir UKL-
UPL standar sebagaimana dimaksud dalam pasal 95 ayat.
(2) huruf b.

Pasal 97

(1) Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup sesuai dengan
kewenangannya melakukan penilaian addendurm Andal
dan RKL-RPL sebagaimana dimaksud dalam 95 ayat (2)
huruf c, dengan tahapan:

a. penerimaan permohonan penilaian addendulzr Andal
dan RKL-RPL, dan perubahaan persetujuan
Lingkungan;

b. pemeriksaan administrasi addendum Andal dan
RKL-RPL;

c. penilaian substansi addendum Andal dan RKL-RpL;
dan

d. penyampaian rekomendasi kelayakan atau
ketidaklayakan Lingkungan Hidup.
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(21 Pemeriksaan administrasi addendurm Andal dan RKL-RPL
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa:
a. kesesuaian perubahan rencana Usaha dan/atau

Kegiatan dengan rencana tata ruang;

b. persetujuan awal Usaha dan/atau Kegiatan;

c. Persetujuan Teknis dalam hal terjadi perubahan
Persetujuan Teknis;

d. keabsahan tanda bukti registrasi lembaga penyedia
jasa pen5rusunan Amdal, apabila penyusunan Andal
dan RKL-RPL dilakukan oleh lembaga penyedia jasa
penJrusunan Amdal; dan/atau

e. keabsahan ta.nda bukti sertifikasi kompetensi
pen5rusunan Amdal.

(3) Dalam melakukan penilaian sr.rbstansi addenduim Andal
dan RKL-RPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
c, untuk addendum Andal dan RKL-R.PL:

a. tipe A, Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup
melibatkan pihak sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 45 ayat (3);

b. tipe B, Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup
melibatkan:

1. instansi sektor yang menerbitkan Persetujuan
Teknis; dan

2. instansi pusat, provinsi, atau kabupaten/kota
yang terkait dengan rencana Usaha dan/atau
Kegiatan, dan/atau dampak Usaha dan/atau
Kegiatan; dan

c. tipe C, Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup
melibatkan instansi teknis yang menerbitkan
Persetujuan Teknis, dalarn hal terdapat perubahan
pengelolaan dan pemantauan Lingkungan Hidup
serta terdapat perubahan Persetujuan'Teknis.

(4) Berdasarkan hasil pemeriksaan administrasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (21 dan penilaian
substansi sebagaimana ciimaksud pada ayat (3), Tim Uji
Kelayakan Lingkungan Hidup menerbitkan rekomendasi
hasil rrji kelayakan.

(5) Jangka . .
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(5) Jangka u,aktu penilaran a.ddenduim Arrdal dan RKL-RPL
sarnpai dengan dlsampa.ikannya rekomendasi hasil uji
kelayakan ciilakukan paling lama:

a. 5Ct (lima pultrh) han kerja terhitung sejak ad.dendum
Andal dan }{KL-RPL tipe A diterima dan dinyatakan
lengkap secara adrninistrasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (2);

b. 3O (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak addendum
Andal dan RKL,-RPL tipe B diterima dan dinyatakan
iengkap secara administrasi sebagaimana dirnaksud
pada ayat (2); dan

e. 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak aridendum.
Andal dan RKL-RPL tipe C diterima dan dinyatakan
lengkap secara administrasi sebagaimana dirnaksud
pada ayat (2).

Pasal 98

(t) Rekomendasi hasil uji kelayakan sebagaimana dimaksud
dalarn Pasal 97 ayat (4) menjadi bahan pertimbangan
Menteri, gubernur, atau bupati/u,ali kot-a sesuar dengan
kewenangannya dalam menetapkan :

a. surat Keputusan Kelayakan Lingkrrngan Hidup
terhadap perubahan rencana Usaha dani atau
Kegiatan, jika perubahan rencana Usaha danlatau
Kegiatan dinyatakan layak Lingkungan Hidup; a1-au

b. keputusan ketidaklayakan Lingkungan Hidup
terhadap penrbahan rencana Usaha dan/atau
Kegiata.n, jika perubahan rencana Usaha dan/atau
Kegiatan diriyatakan ticlak layak Lingkungan Flidup.

{21 Jangi:a waktu penerbitan surat Keputusan Kclayakan
Lingkungan Hirj,,rp atau surat keputusan ketidaklayakan
Lingkungan Hidi,p .sehagaimana dimaksud pada ayat (l)
dilakukan paiing laina r0 (sepuluh) hari kerja terhitung
sejak rekomendasi ha:il uji keiayakan diterima.

(3) Srrrat Kepuuusarr Kela,yakan Lingkungan Hidup
sebagaimana- diritol<sr.r.:i pada ayat (21 menjadi prasyarat
penerbrtan clan termuat dalam peru.bahan Perizina.rr
Berusaha. atzru Persetujuan Pemerrntah
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Pasal 99

(1) Pemeriksaan perubahan Persetujuan Lingkungan tanpa
disertai kewajiban menyusun dokumen Lingkungan Hidup
baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal gO ayat (1) huruf
b melalui pemeriksaan administrasi atas kelengkapan
permohonan perubahan Persetujuan Lingkungan yang
meliputi:

a. laporan perubahan pengelolaan dan pemantauan
Lingkungan Hidup ; dan I atau

b. laporan perubahan Persetujuan Teknis dalam hal
terjadi perubahan Persetujua.n Teknis.

l2l Pemeriksaan administrasi atas kelengkapan permohonan
perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan paling lama 1 (satu) hari kerja terhitung sejak
permohonan diterima.

(3) Dalam hal hasil pemeriksaan administrasi sebagaimana
dimaksud pada ayat Q) dinya.takan permohonan:

a. lengkap dan beirar, Menteri, gubernur, atau
bupati/u,aii kota sesuai dengan kewenangannya
menerbitkan:

1. surat Kepr,rusan Kelayakan Lingkungan Hidup;
atau

2. persetujuar: Penyataan Kesanggupan
Pengelolaan I.ingkungan Hidup,

terhadap perurbahan lencana Usaha dan/atau
Kegiatan;

b. tidak lengkap dan/atau r"idak benar, Menteri,
gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan
kewenangannya mengembalikan perrnohonan untuk
diperba.iki.

(4) Jangka waktu penerbitan peru.bahan Persetujuan
Lingkungan, termasuk pengembalian permohonan untuk
perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan
paling lama 1O (sepuluh) harr kerja terhitung sejak hasil
pemeriksaan administrasi diterima. 

,

(5) Perubahan Persetujuan Lingkungan sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) menjadi prasyarat penerbitan dan
termuat dalam Perizi:nan Berusaha atau Persetujuan
Pemerincah.
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Pasal 1O0

(1) Pengelola Kawasan yang telah rnemiliki Persetujuan
Lingkungan, melakukan penggabungan Can penyesuaian
Persetujuan Lingkungan dari penanggung jawah Usaha
daniatau Kegiatan dalam kawasan pada Persetuiuan
Lingkungan Kawasan.

(21 Pengelola kawasan melakukan perubahan Persetujuan
Lingkungan jika terdapat:
a. penambahan jenis Usaha dan/atau Kegiatan di luar

Persetujuan Lingkungan kawasan;
b. periambahan RKL-RPL rinci dengan jenis Usakra

dan/atau Kegiatan yang sesuai Persetujuan
Lingkirngan kawasan;

c. perubahan kegiatan pada Usaha dan/atau Kegia-tan
dalam kawasan yang telah beroperasi; dan/atau

d. perubahan pengelolaan dan pen:antauan
Lingkungan Hidup.

(3) Perubahan sebagairrrana dimaksud pada ayat (2J huruf a
dilakukan rnelalui perubahan dokumen Lingkungan
Hidup sebagaimana dimaksud dalam 90 ayat (1) huruf a.

(4) Perubahan sebagaimana dirnaksud pada ayat (21huruf b
sanrpai dengan huruf d, dilakukan melalui perubahan
pengelolaan dan pemantauan Lingkungan Hidup
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (2) hurufj.

(5) Perubahan sebagaimana dimal:sud pada ayat (4)
dilakukarr bersamaan dengan pelaporan Perizrnan
Berusaha terkait Persetujuan Lingkungan secara berka.la
setiap 6 (enam) brrlan.

Pasal 1O1

Tata cara:
a. penyusunan adder"dum Andal dan RKL-RPL sebagaimana

dimaksucl dalam Pasal 91 ayat (3);

b. penilaian addendum Andal dan RKL-RPL sebaga-imana
drmaksud dalam Pasal 97 dan Pasal 98; dan

c. perneriksaarl perubahan Persetujuan Lingkungan tanpa
disertai kervajiban rnentrusun dokumen Lingkungan
Hidup baru sebagaimana ciimaksud dalam Pasal 99,

sebagaimana tercantum rialam Lampiran V ,vang rnerupakan
bagian tidak terpisahkan dari Pera[uran Pemeriritah ini.
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Bagian Kesepuiuh

Bantuan Pemerintah Terhadap Usaha Mikro dan Kecil

Pa.sat 1Ct2

(1) Pemerintah Pusat rlan Pemerintah Daerah membantu
penyusunan Amdal bagi usaha mikro dan kecil yang
memiliki Dampak Penting terhadap Lingkungan Hidup

l2j Bantuan penyusulran Amdal sebagainlana dirnaksud
pada ayat (1) berupa fasilitasi. bia),a, dan/atau
pen)rusunan Amdal.

(:l) Pen5n:surran Amdal bagi usaha mikro dan kecil
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh
kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian aralr
perangkat daerah yang membidangi Usaha danlatau
Kegiatan.

{4) Dalam hal usaha mikro dan kecil sebagaimana
dirnaksud pada. ayat (1) berada di bawah pembinaan atau
pengawasan lebih dari 1 (satu) kementerian/lembaga
pemerintah nonkerrrenterian atau perangkat daerah,
penyusunan Amdal bagi usaha mikro dan kecil yang
direncanakan, dilakukan oleh kementerian/lembaga
pemerintah nonkementerian atau perangkat daerah yang
membidangi usaha yang dominan.

(5) Penentuan mengenai usaha rnikro dan kecil sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilaksarrakan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesebelas

Pendanaan Persetujuan Lingkungan

Pasal 103

Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan bertanggung
jawab atas pendanar.,rr penyLlsunan Anadal atarr F'ormulir
UKL-UPL standar spcsitik atau F'ormulir IJKL-UPL standar.
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Pasal 104

(1) Pendanaan operasional kegiatan Lembaga Uji Kelayakan
Lingkungan Hidup dibebankan pada bagian anggaran
kementerian yang menyelenggarakan urusa,n
pemerintahan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup.

(21 Pendanaan operasional kegiatan Tim Uji Kelayakan
Lingkungarr Hidup yang berkedudukan di pusat
dibebankan pada bagian anggaran kementerian yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

(3) Pendanaan operasional kegiatan Tim Uji Kelayakan
Lingkungan Hidup yang berkedudukan di provinsi
berasal dari anggaran pendapatan belanja daerah
provinsi.

(4) Pendanaan operasional kegiatan J'im tlji I(elayakan
Lingkungan Hi,1up yang berkedudukan di
kabupaten/kota berasal dari anggaran pendapatan
belanja daerah kabupaten/ kota.

Pasal 105

(1) Bantuari pen)rusunerr Amdal sebagaimana ciimaksud
dalam Pasal lO2 yang kev.,er.tangan peniier,annya berada
di Pemerintah, pendanaannya bersunrber dari anggaran
pendapatan dan betanja negara.

(21 Bantuan pen5rLlsr-tnan Amdal sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 1O2 'gang kewenangan penilaiannya berada
di Pemerintah Daerah provinsi atau Pemerintah Daerah
kabupatenf kota, pendanaannya bersumber dari
anggaran pendaparan dan belanja negara dan/atau
anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Pasai 1.06

Ketentuan lebih lanjut mcngenai:

a. daftar Usaha Can/a:au Kegiat-an '*vajic A.rtrdal, UKL-
UPL, dan SPPI,;
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b. tata cara sistem sertifikasi kompetensi Amdai,
pelatihan kompetensi Amdal. dan lembaga penyedia
jasa penyusunan Amdal;

c. pemberrtukan Lembaga Uji Kelayakan Lingkungan
Hidirp dan Tinr Uji Kelayakan Lingkungari Hidrrp; dan

d. tata cara penilaian calorr ahli bersertifikat.
diatur dengan Peraluran Merrteri.

BAR III
PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN MUTU AIR

Bagian Kesatu

Ketentuan Umum

Pasal 1O7

{1) Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dilakukan terha-dap air
yang berada di dalam Badan Air.

(21 Badan Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. Badan Air permukaan meliputi:

1. sungai, anak sungai, dan sejenisnya;
2. danau dan sejenisnya;
3. rawa dan lahan basah lainnya; dan/atarr

b. akuifer.

{3) Penyelengga.raan Per'hndungan dan Pengelolaan klutu Air
sebagaimana drmaksud pada ayat (1) meliputi:
a. perencanaan;

b. pema-nfaatan;

c. pengenclalian; dan

C pemrlitraraan.
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Bagian Kedua

Perencanaan

Pasal 108

(1) Perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air
diselenggarakan dengan pendekatan DAS, CAT, dan
ekosistemnya.

(21 Perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan
melalui:

a. inventarisasi Badan Air;

b. pen5rusunan dan penetapan Baku Mutu Air;
c. perhitungan dan penetapan alokasr beban pencemar

air; dan

d. pcnyusunan dan penetapan rencana Perlindungan
dan Pengelolaan Mutu Air.

Paragraf 1

Inventarisasi Badan Air

Pasal 1O9

(1) invetrtarisasi Badan Air sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 1O8 ayat (2) huruf a dilaksanakan oleh Menteri.

i2) Inventarisasi Badan Air sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilakukan dengan tahapan:

a. mengideritif,rkasi Radan Air; dan
b. melakukan karakterisasi Badan Air.

Pasal I l0
(1) Identifikasi Badein Air sebagaimana dimaksud dalam pasal

1O9 ayat (2) huruf a dilak,-rkan untuk mendapatkan
informasi mengenai Badan Air sebagaimana dimaksud
da-larrr Pasal IO7 ayat (2).
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